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ABSTRAK

Muskira. Penerapan Sistem Al-Mukhabarah dalam
Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Petani di Desa Nusa
Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Skripsi. Sinjai : Program
Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam
IAl Muhammadiyah Sinjai, 2023.

Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui: (1)
Penerapan  sistem  Mukhabarah  dalam  meningkatkan
pendapatan petani (2) Sah atau tidaknya akad ketika dilakukan
secara lisan tanpa ada kekuatan hukum yang mendukung. Jenis
penelitian ini adalah fenomenologi dengan pendekatan
kualitatif. Subjek penelitian ini adalah masyarakat petani Desa
Nusa. Objek penelitian ini adalah Penerapan Sistem Al-
Mukhabarah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat
petani. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan
wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis
datanya menggunakan 3 teknik yaitu reduksi data, penyajian
data, kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan, pertama, peningkatan
pendapatan masyarakat petani dari sistem perjanjian bagi hasil
yang diterapkan oleh sebagian masyarakat. kedua, akad yang
dilakukan secara lisan oleh masyarakat desa nusa tetap sah baik
dari segi hukum maupun agama. Masyarak at Desa Nusa
melakukan akad lisan sudah menjadi kebiasaan dalam artian
masyarakat desa nusa melakukan perjanjian lisan atas dasar
kepercayaan antara kedua belah pihak dan siap menaggung
resiko jika misalnya terjadi kecurangan yang terjadi.

Kata Kunci: Al-Mukhabarah, Masyarakat Petani,
Peningkatan Pendapatan.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Umat manusia merupakan makhluk yang di ciptakan
oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial, mereka saling
membutuhkan satu sama lain untuk melangsungkan
hidupnya. Dapat dikatakan bahwa manusia tidak mampu
bertahan hidup tanpa adanya bantuan dari manusia lain yang
hidup di dunia ini.

Dalam islam, kaum muslimin di perintahkan oleh
Allah SWT untuk saling membantu satu sama lain dan
dilarang menindas orang yang lemah. Mengingat setiap
manusia memiliki kekuatan mental yang berbeda-beda, oleh
karena itu mereka harus saling bekerja sama guna
pemenuhan kebutuhan untuk sehari-hari. Agama islam
merupakan agama yang begitu sempurna, maka dari itu
Allah SWT telah memberikan pegangan hidup kepada kaum
muslimin yang meliputi agidah, akhlak dan ibadah.

Selain melaksanakan ibadah wajib seperti shalat dan
puasa, islam juga selalu mengingatkan kepada umatnya
untuk menuna ikan kewajiban dunia seperti mencari rejeki
yang halal untuk keberlangsungan hidup mereka.
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Di Indonesia mayoritas masyarakat yang tinggal di
daerah pelosok memiliki profesi sebagai petani untuk
bertahan hidup, bahkan banyak dari mereka saling bekerja
sama untuk mencapai kepuasan masing-masing. Salah satu
cara yang mereka lakukan adalah dengan melakukan
perjanjian kerja sama antara orang yang memiliki
lahan/sawah dengan orang yang siap untuk menggarap atau
mengelolahnya. Dalam islam, kesepakatan tersebut di sebut
dengan akad Al-Mukhabarah.

Al-Mukhabarah merupakan sebuah akad kerja sama
terkhusus pada bidang pertanian antar pemilik lahan dan
penggarap, dimana sang pemilik lahan/sawah memberikan
kepada si penggarap atau orang yang ingin mengelolahnya
untuk ditanami semisal padi atau jagung dimana bibit
tanaman disediakan oleh penggarap, kemudian hasil
panennya akan di bagi di antara kedua belah pihak
(Syargawie Fithriana, 2015).

Imam Bukhari telah meriwayatkan di dalam Shahih-
Nya dari Abu Hurairah R.A, ia berkata Rasulullah SAW
bersabda:

il 8 AT aaa 5 e )5l (Jm ) A1 IS
=
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Terjemahan: “Siapa saja yang mempunyai tanah maka
hendaklah ia menanaminya atau dia berikan
kepada saudaranya, jika dia tidak mau maka
hendaklah ia pertahankan tanahnya.”

Akad mukhabarah jika dijalankan sesuai ketentuan
yang berlaku maka akan sangat menguntungkan untuk pihak
yang kurang mampu atau pihak yang memiliki bibit tanaman
tetapi tidak memiliki lahan, begitupun sebaliknya bagi orang
yang memiliki banyak lahan tapi tidak memiliki bibit yang
cukup untuk menanami seluruh lahannya maka ia bias
menyerahkan sebagian lahannya untuk di garap oleh pihak
yang memiliki bibit tetapi tidak memiliki lahan. Maka dapat
dikatakan bahwa kerja sama ini akan menguntungkan kedua
belah pihak.

Pendapatan masyarakat berkaitan erat dengan
aktivitas usaha perekonomian, pertanian dan perkebunan
serta usaha lainnya yang dilakukan oleh masyarakat dalam
menunjang penghasilan mereka setiap hari. Peningkatan
pendapatan masyarakat merupakan suatu kemampuan yang
dimiliki oleh masyarakat melalui adanya peningkatan daya
beli keluarga untuk membiayai kebutuhan sehari-hari
keluarga baik kebutuhan dasar, kebutuhan sosial, maupun

kebutuhan lainnya yang terlihat dari peningkatan
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penghasilan keluarga, pengeluaran keluarga (kemampuan
daya beli) dan perkembangan tabungan keluarga .

Peningkatan pendapatan masyarakat merupakan
bagian dari peyelenggaraan peembangunan dan pemerataan
hasil-hasilnya kepada semua lapisan masyarakat tanpa
terkecuali termasuk di dalamnya pembangunan ekonomi
masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat desa antara
lain berbicara tentang bagaimana mengupayakan masyarakat
desa dapat menjadi pelaku utama dalam pembangunan
ekonomi serta dapat memanfaatkan sumber daya secara
optimal dan bertanggung jawab yang artinya masyarakat
mulai dan mempunyai kemauan, daya kekuatan serta
peningkatan kemampuan memanfaatkan potensi yang
dimilikinya.

Hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis,
menurut Bapak Tuo sebagai seorang petani di Desa Nusa
kebanyakan melakukan praktik Al-Mukhabarah dimana bibit
tanaman maupun biaya pupuk dan biaya kebutuhan lainnya
ditanggung oleh si penggarap dan lahan di sediakan oleh
pemilik lahan, bahkan juga pemilik lahan yang menyediakan
bibit ataupun kebutuhan lainnya untuk dikelola oleh petani
penggarap. Biasanya perjanjian dilakukan atas dasar

kepercayaan maupun kekeluargaan yang terjalin diantara
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kedua belah pihak, akad dilakukan dengan cara lisan tanpa di
saksikan dan prosedur hukum yang mendukung. Praktek Al-
Mukhabarah dilakukan bertujuan untuk meningkatkan
pendapatan masyarakat harus dilandasi dengan suatu
perjanjian terlebih dahulu baik secara lisan maupun tulisan.
Berdasarkan beberapa uraian diatas, penulis tertarik
untuk membuat sebuah penelitian yang berjudul “Penerapan
Sistem Al-Mukhabarah Dalam Meningkatkan Pendapatan
Masyarakat Petani Di Desa Nusa Kecamatan Kahu
Kabupaten Bone”.
. Batasan Masalah
Karena begitu luasnya pembahasan ini, maka penulis
membatasi masalah hanya mengenai bagaimana penerapan
Al-Mukhabarah dalam meningkatkan pendapatan
masyarakat petani padi di Desa Nusa, Kecamatan Kahu,
Kabupaten Bone.
. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis
merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana Penerapan Sistem Al-Mukhabarah dalam
Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Petani di Desa
Nusa Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone?
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2. Bagaimana Penerapan Akad Mukhabarah Secara Lisan
dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam yang Terjadi Di
Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone?

D. Tujuan Penulisan
Berdasarkan atas rumusan masalah yang diangkat
maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Penerapan Sistem Al-Mukhabarah
dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Petani di
Desa Nusa Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.

2. Untuk Mengetahui Penerapan Akad Mukhabarah
Secara Lisan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam
yang Terjadi Di Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten
Bone

E. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian dalam penelitian skripsi
ini secara umum dapat di Kklasifikasikan menjadi dua
kategori sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi civitas
akademi  dalam  memberikan  kontribusi  untuk
memperkaya khazanah keilmuan dan salah satu masukan
bagi upaya pengembangan ilmu ekonomi islam,

khususnya yang terkait dengan akad mukhabarah.



2. Manfaat Praktis

a.

Untuk memenuhi syarat meraih gelar Sarjana pada
Program Studi Ekonomi Syariah (EKQOS).

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai
referensi untuk penelitian selanjutnya terkhusus dalam
penerapan akad mukhabarah serta penerapan bagi
hasilnya.

Hasil penelitian ini akan menjadi salah-satu
pengalaman yang akan memperluas cakrawala
pemikiran dan wawasan pengetahuan, khususnya
mengenai  penerapan akad mukhabarah  pada

masyarakat khususnya di bidang pertanian.



BAB Il
KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Al-Mukhabarah
1. Pengertian Al-Mukhabarah

Secara bahasa , Mukhabarah memiliki
pengertian “tanah gembur” atau “lunak”. Kata
Mukhabarah (3.:3<) ini merupakan masdar dari fi il
madhi dari 25 dan fi"'il mudhari* dari . 52 .

Menurut istilah Mukhabarah memiliki arti
mengerjakan tanah milik orang lain, baik itu seperti
sawah atau ladang dengan adanya pembagian hasil di
antara para pihak (boleh seperdua, sepertiga, atau
seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya
ditanggung orang yang mengerjakan (pengelola)
(Martina et al., 2019).

Al-Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara
pemilik sawah atau tanah dan penggarap dengan
perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik
tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama,
sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap.

Al-Mukhabarah hampir sama dengan Al-
Muzara’ah, yang menjadi perbedaan hanya pada benih

8
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tanaman. Dalam Al-Muzara’ah, benih tanaman berasal
dari pemilik tanah sedangkan pada Al-Mukhabarah
benih tanaman berasal dari penggarap. Tapi, Al-
Mukhabarah ~ maupun  Al-Muzara’ah  sama-sama
membahas masalah pertanian (Cahyati et al., 2021).
Kerja sama Al-Mukhabarah ini pada umumnya
dilakukan pada perkebunan yang benihnya relatif
murah, seperti padi, jagung dan kacang. Namun, hal
tersebut bias saja juga terjadi pada akad Al-Muzara’ah.
Spesifikasi untuk membedakan Mukhabarah dengan
akad kerja sama lainnya dalam pertanian dapat dilihat
dari pengadaan bibit dan kinerja pengelola yang lebih
aktif dibandingkan pemilik lahan. Misalnya akad
muzara’ah, dalam  muzara’ah pengadaan  Dbibit
dilakukan oleh pemilik lahan, maka dalam mukhabarah
benih atau bibit yang akan ditanami disediakan oleh

pihak pengelola (Hasvira, 2021).

. Hukum Al-Mukhabarah

Dalam hukum Al-Mukhabarah, terdapat dua
pendapat ulama yaitu, pertama memperbolehkan dan
pendapat kedua justru melarang akad mukhabarah
tersebut karena alasan jika modal berasal dari penggarap

nantinya akan merugikan pihak penggarap. Hadis di
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bawah ini menyebutkan bahwa Rasulullah SAW
melarang akad mukhabarah karena dikhaawatirkan ada
salah satu pihak yang dirugikan. Berikut adalah hadis
yang menjadi hukum Al-Mukhabarah, antara lain:

R

136 Méa Quazyi;iéiﬁé OB miad o bl B2
5 e AT L8 ol W 3 e GV 86

P L R PR .- ° ‘3;‘;
Al (e lilgis o2a  yA3

Terjemahan: Rafi’bin Khadij berkata “Diantara Anshar
yang paling banyak mempunyaai tanah
adalah kami, maka kami persewakan,
sebaagian tanah untuk kami dan sebagian
untuk mereka yang mengerjakannya.
Kadang-kadang sebagian tanah itu
berhasil baik, dan yang lain tidak
berhasil. Oleh karena itu Rasulullah
SAW melarang paroan dengan cara
demikian,” (HR.Bukhari).

Sementara hadis yang memperbolehkan adalah
sebagai berikut:

oA Ol Jale Al e s e o0 Biee ) (e
£ oA L
(plese o1 50) £ 553 )& G L

Terjemahan: Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi
SAW. Telah memberikan kebun kepada
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penduduk khaibar agar dipelihara oleh
mereka dengan perjanjian mereka akan
diberi sebagian dari penghasilan, baik
dari buah — buahan maupun dari hasil
pertahun (palawija)” (H.R Muslim)

Hadis lain yang memperbolehkan adalah sebagai
berikut yang artinya:

“Dari Thawus ra. Bahwa ia suka bermukhabarah. Umar
berkata: lalu aku katakana kepadanya: yaa Abu
Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah
ini, nanti mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW
melarang mukhabarah. Lantas Thawus berkata: hai
Amr, telah menceritakan kepadaku orang Yyang
sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu lbnu
Abbas bahwa Nabi SAW tidak melarang mukhabarah
itu, hanya beliau berkata: seseorang memberi manfaat
kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil
manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu,” (HR.
Muslim).

Jadi dapat disimpulkan dari ketiga hadis diatas

bahwa hukum Al-Mukhabarah adalah mubah (boleh)
dan seseorang bisa melakukannya untuk dapat memberi

manfaat dan mendapat manfaat dari akad tersebut.

. Rukun Al-Mukhabarah

Berikut akan dijelaskan lebih dulu mengenai
rukun mukhabarah berdasarkan pendapat jumhur
fugaha, antara lain adalah (Siswadi, 2018):

a. Pemilik lahan dan penggarap (Akid)
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Akid adalah orang yang melakukan suatu akad.
Dalam akad mukhabarah, mereka berperan sebagai
pemilik lahan dan petani penggarap.

. Objek Mukhabarah (ma’qud ilaih)

Ma’qud ilaih adalah objek atau benda yang di
akadkan. Hal tersebut di masukkan ke dalam rukun
akad Al-Mukhabarah karena kedua pihak harus
mengetahui bagaimana wujud lahan yang di akadkan
dan bagaimana manfaat lahan tersebut .

. Harus ada ketentuan bagi hasil

Menurut ketentuan pada akad mukhabrah, hal
yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak yakni
mengenai ketentuan bagi hasil seperti setengah,
sepertiga, seperempat, lebih sedikit maupun lebih
banyak dari itu. Kedua belah pihak harus benar-benar
memperhatikan hal tersebut, karena permasalahan
yang sering timbul adalah permasalahan yang
berkaitan dengan pembagian hasil ketika waktu
panen tiba itu harus sesua dengan kesepakatan yang
telah disepakati keduanya.

. Akad (ljab dan Qabul)
ljab dan Qabul adalah hal yang begitu penting

dalam suatu akad, karena akad tidak akan sah ketika
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tidak ada ijab dan gabul tersebut. ljab dan gabul
dapat dilakukan dalam bentu perkataan ataupun
dalam bentuk suatu persyaratan yang dapat
menunjukkan adanya persetujuan antara dua pihak
yang melakukan akad.

Adapun yang menjadi rukun dari Mukhabarabh,
ulama Hanafiah mengemukakan pendapat bahwa
akad memerlukan ijab dan gabul antara pemilik lahan
dan pengelola. Untuk lebih rinci, ulama Hanafiah
mengkalisifikasi rukun Mukhabarah menjadi 4, yaitu
(Rozalinda, 2011):

a. Tanah;
b. Pekerja;
. Modal;

. Alat-alat untuk menanam.

o O

Menurut ulama Hanabilah, rukun Mukhabarah
tidak memerlukan gabul secara lafazh, tetapi cukup
dengan mengerjakan tanah. Hal ini sudah dianggap
gabul.

Sedangkan  menurut ulama  Malikiyah,
Muzara’ah diharuskan menaburkan benih di atas
lahan yang telah disediakan. Namun apabila itu
Mukhabarah, maka benih yang ditaburkan tersebut
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berasal dari pengelola. Menurut pendapat paling
kuat, perkongsian harta Muzara’ah dan Mukhabarah
harus menggunakan shighat (Ah et al., 2020).
Berdasarkan beberapa pendapat ulama diatas,
dapat ditarik kesimpulan bahwa rukun Mukhabarah
yaitu:
a. Pemilik lahan;
b. Petani penggarap/pengelola;
c. Objek Mukhabarah (lahan/tanah yang hendak
dikelola);
d. Adanya manfaat/hasil kerja pengelola;
e. Shighat.
4. Syarat-Syarat Al-Mukhabarah
Seperti akad-akad lainnya, Mukhabarah juga
memilik beberapa syarat yang harus dipenuhi,
diantaranya adalah sebagai berikut (Suhendi, 2014):
a. Pemilik tanah dan penggarap harus orang yang
sudah baligh daan berakal.
b. Benih yang akan ditanam harus jelas dan
menghasilkan.
c. Lahan harus bisa menghasilkan, jelas batas-

batasnya, dan diserahkan sepenuhnya kepada

penggarap.
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d. Pembagian hasil untuk kedua belah pihak harus jelas
penentuannya.

e. Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan masa
tanam dan masa panen.

f. Peralatan dibebankaan kepada petani penggarap
lahan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam
rukun  Mukhabarah  adalah  sebagai  berikut
(Hafidhuddin, 2003):

a. Syarat pihak yang melakukan akad
1) Berakal, yaitu akad tidak sah apabila dilakukan
oleh orang gila atau anak kecil yang belum
mumayyiz. Sebab akal ini merupakan syarat
kelayakan dalam melakukan tindakan nantinya.
Menurut ulama Hanafiah, mumayyiz atau
baligh bukanlah termasuk syarat bolehnya
Mukhabarah. Sebab, anak yang belum baligh
namun telah diberi izin maka boleh melakukan
akad tersebut, karena mukhabarah ini dianggap
sama dengan mempekerjakan atau mengupah
orang lain dari sebagian hasil panen.
Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah dan

ulama Hanabilah menetapkan baligh sebagai
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syarat sahnya Mukhabarah, seperti halnya dengan
akad lainnya.

2) Bukan orang murtad. Hal ini dikemukakan oleh
Imam Abu Hanifah, sebab menurutnya tindakan
orang murtad adalah ditangguhkan, sehingga tidak
bisa langsung sah seketika itu juga. Namun, tidak
semua rekan Imam Abu Hanifah setuju dengan
pendapat ini. Ada juga yang berpendapat bahwa
akad Mukhabarah yang dilakukan orang murtad
statusnya adalah berlaku efektif (naafidz)
seketika.

b. Syarat penanaman
Salah satu yang harus jelas dalam syarat
penanaman adalah jenis benih yang hendak ditanam.

Benih yaang ditanam tersebut harus sesuatu yang

aktivitas pengelolahan dan penggarapannya dapat

berkembang, vyaitu mengalami pertamahan dan
pertumbuhan.
c. Syarat lahan yang akan ditanami (Fadal, 2008)

1) Harus dipahami apakah lahan layak untuk
ditanami daan dijadikan lahan pertanian atau
tidak. Seandainya lahan tersebut tidak layak

untuk ditanami, misal lahan mengandung garam
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atau berlumpur sehingga sulit ditanami, maka
akad menjadi tidaak sah.

Lahan harus diketahui dengan jelas dan pasti,
yaitu milik siapa dan bagaimana status
hukumnya. Karena apabila tidak diketahui
dengan jelas, akad tidak sah karena berpotensi
menyebabkan terjadinya perselisihan.

Lahan yang hendak ditanami diserahkan
sepenuhnya  kepada  pengelola.  Apabila
disyaratkan sesuatu yang masih mengandung
campur tangan pemilik lahan, maka akad
dianggap tidak sah karena tidaak terpenuhinya

syarat.

. Syarat masa Mukhabarah

Masa atau jangka waktu dalam Mukhabarah

harus jelas dan pasti, patokan dari masa disesuaikan

dengan masa yang sewajarnya. Oleh karena itu,

tidaak diperbolehkan apabila masanya tidak wajar,

seperti masa yang tidak memungkinkan bagi

pengelola untuk menggarap lahan, atau jangka waktu

dimana kemungkinan besar umur salah satu pihak

tidak menjangkau masa tersebut (Miftahurrahmi,
2020).
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5. Zakat Al-Mukhabarah

Pada prinsipnya ketentuan wajib pajak itu
dibebankan kepada oang mampu. Dalam arti telah
mempunyai harta hasil pertanian yang wajib di zakati
(jika telah sampai batas nisab). Maka dalam kerja sama
seperti ini, salah satu atau keduanya (pemilik
sawah/ladang dan penggarap) membayar zakat bila
telah nisab.

Jika dipandang dari siapa asal benih tanaman,
maka dalam Mukhabarah yang wajib zakat adalah
penggarap (petani), karena dialah hakikatnya yang
menanam, sedangkan pemilik tanah seolah-olah
mengambil sewa tanahnya. Jika benih berasal dari
keduanya, maka zakat diwajibkan kepada keduanya jika
sudah senisab, sebelum pendapatan dibagi dua.

Bila pemilik lahan menyerahkan penggarapan
tanahnya kepada orang lain dengan imbalan seperempat,
sepertiga, atau setengah hasil sesuai dengan perjanjian,
maka zakat dikenakan atas kedua bagian pendapatan
masing-masing bila cukup senisab. Bila bagian salah
satu cukup senisab, sedaangkan yang satu lagi tidak,
maka zakat wajib bagi yang memiliki bagian yang

cukup senisab, sedangkan yang tidak cukup senisab
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tidak wajib zakat. Tetapi Imam Syafi’i, berpendapat

bahwa keduanya dipandang satu orang, yang oleh

karena itu wajib secara bersama-sama menanggung
zakatnya bila jumlah hasil sampai lima wasaq: masing-
masing mengeluarkan 10% dari bagiannya (Ghazaly,

2010).

. Hal-hal yang membatalkan Al-Mukhabarah

Dalam akad Al-Mukhabarah tentunya juga
memiliki hal-hal yang dapat membatalkan atau
mengakhiri akad, hal-hal tersebut antara lain (Huda,

2011):

a. Akad telah habis masanya, artinya waktu yang telah
disepakati oleh kedua belah pihak ketika melakukan
akad telah habis maka otomatis akad akan berakhir.
Perjanjian bisa saja dimulai kembali dengan cara
kedua belah pihak harus melakukan akad lagi.

b. Salah satu pihak meninggal dunia. Jika salah satu
pihak meninggal dunia, maka akad Mukhabarah
tersebut akan batal

c. Adanya uzur, seperti lahan yang digarap terpaksa
harus dijual misalnya untuk membayar hutang atau
petani penggarap yang tidak lagi mampu menggarap

lahan tersebut karena sakit ataupun karena hal lain.
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d. Jika terjadi bencana alam seperti banjir yang
melanda  tanah  garapan  tersebut  hingga
mengakibatkan kerusakan pada lahan tersebut maka
akad bisa berakhir (Martina et al., 2019).

7. Alur Perjanjian Al-Mukhabarah

—.l Darjanjian kerja ssma |<7

l
__l 2=i hasil |§

Gambar 2.1 Alur Perjanjian Al-Mukhabarah

Untuk alur perjanjian Mukhabarah, pemilik

tanah/lahan pertanian dengan penggarap melakukan
perjanjian kerja sama, kemudian pemilik lahan
menyediakan lahan yang siap digarap sedangkan petani
penggarap menyiapkan keahlian, tenaga, waktu dan
modal yang dibutuhkan termasuk bibit tanaman yang
akan ditanam pada lahan tersebut. Setelah hasil panen
tiba, petani penggarap maupun pemilik lahan akan

membagi hasil panen sesuai kesepakatan kedua belah
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pihak yang telah disepakati melalui akad Mukhabarah
tersebut (Hamidah, 2014) .
8. Hikmah Al-Mukhabarah
Banyak orang memiliki bibit tanaman, binatang
ternak, dan mampu menggarap sawah dan
mengelolahnya tetapi tidak memiliki lahan atau tanah
untuk ditanami. Ada pula orang yang memiliki lahan
untuk ditanami tetapi tidak mampu mengelolah dan
menggarap sawah. Jika terjalin kerja sama antara
keduanya, satu pihak menyerahkan lahan sedangkan
pihak lain menerima lahan untuk ditanami dan dikelola
dengan perjanjian bagi hasil sesuai kesepakatan yang
telah disetujui. Maka akan terjadi kemakmuran bagi
bumi dan daerah pertanian akan meluas yang
merupakan sumber kekayaan terbesar (Rozalinda,
2011).
B. Tinjauan Tentang Pendapatan
1. Pengertian Pendapatan
Pendapatan dalam kamus besar bahasa Indonesia
adalah hasil kerja (usaha dan sebagainya) (Sugono,
2008). Sedangkan pendapatan dalam manajemen adalah
uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan

organisaasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga,
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komisi, ongkos dan laba. Pendapatan atau upah dapat
didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar ole
orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas
jasanya sesuai perjanjian (Chester, 2003).

Pendapatan individu merupakan pendapatan
yang diterima selurh rumah tangga dalam perekonomian
dari pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi
yang dimilikinya dan dari sumber lain. Pendapatan juga
dapat diartikan sebagai penghasilan yang diterima oleh
penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode
tertentu baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan.
Kegiatan wusaha pada akhirnya akan memperoleh
pendapatan berupa nilai uang yang diterima dari
penjualan produk yang dikurangi biaya yang telah
dikeluarkan (Tangga et al., n.d.).

Pendapatan adalah indikator pembangunan untuk
membedakan tingkat kemajuan ekonomi antar negara
maju dengan negara berkembang. Pendapatan adalah
penghasilan berupa uang selama periode tertentu
(Zulriski, 2008). Maka dari itu, pendapatan dapat
diartikan sebagai semua penghasilan atau penyebab
bertambahnya kemampuan seseorang dalam hal

keuangan, baik yang digunakan untuk komsumsi maupun
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untuk tabungan. Dengan adanya pendapatan tersebut,
maka seseorang dapat menggunakannya untuk keperluan
hidup.

Pendapatan merupakan suatu hasil yang diterima
oleh seseorang atau rumah tangga dari hasil bekerja atau
berusaha. Jenis usaha masyarakat beraneka ragam seperti
bertani, nelayan, beternak, buruh, serta berdagang atau
biasanya mereka bekerja pada sektor pemerintah dan
swasta (Tadaro, 2011).

Tingkat pendapatan tenaga kerja di sektor
informal dan formal juga mengalami perbedaan. Pekerja
sektor informal selama ini distigmaakan sebagai pekerja
dengan tingkat produktifitas yang rendah, karena
cenderung masih menggunakan alat-alat tradisional, jam
kerja yang sedikit dengan tingkat pendidikan serta
keterampilan yang relatif rendah. Stigma tersebut secaara
tidak langsung berpengaruh terhadap tingkat pendapatan
dan kesejahteraan pekerja sektor informal. Sektor
informal walaupun cenderung berpendapatan rendah,
namun masih diminati oleh tenaga kerja. Terbukti hasil
Sakernas diperoleh gambaran bahwa lebih dari setengah
penduduk yang bekerja di DIY terlibat di kegiatan

informal (54,99 persen atau 1,01 juta jiwa pada Februari
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2013). Terdiri atas pekerja pada kegiatan informal
pertanian mencapai sekitar 22,89 persen dan sekitar 32,10
persen bekerja pada kegiatan informal non pertanian
(Tenaga et al., 2015).

Dalam pertanian, pendapatan adalah balas jasa
dari kerja sama faktor-faktor produksi lahan, tenaga kerja,
modal dan jasa pengelolaan. Pendapatan usaha tani tidak
hanya berasal dari kegiatan produksi saja, tetapi dapat
juga diperoleh dari hasil menyewakan lahan pertanian
(Rahman, 2004).

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pendapatan
adalah jumlah dari semua penerimaan yang telah diterima
yang berupa nilai uang dari hasil produksi, upah atau gaji
dan hasil sewa lahan dalam bidang pertanian.

. Jenis-Jenis Pendapatan

Pendapatan dapat dikelompokkan menjadi
beberapa jenis, diantaranya (Wahyono, 2017):

a. Pendapatan asli yaitu pendapatan yang diterima oleh
setiap orang yang langsung ikut serta dalam produksi
barang.

b. Pendapatan turunan (sekunder) yaitu pendapatan dari

golongan penduduk lainnya yang tidak langsung ikut
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serta dalam produksi barang seperti dokter, ahli
hukum dan pegawai negeri.
Adapun jenis pendapatan menurut bentuknya

juga terbagi atas dua, yaitu (Zulriski, 2008):

a. Pendapatan kotor yaitu pendapatan yang diperoleh
sebelum dikurangi pengeluaran dan biaya-biaya.

b. Pendapatan bersih yaitu pendapatan yang diperoleh
setelah dikurangi pengeluaran dan biaya-biaya.

Sedangkan jenis pendapatan menurut bentuknya,

pendapatan dibedakan menjadi (Wahyono, 2017):

a. Pendapatan berupa uang adalah segala penghasilan
yang sifatnya reguler dan yang diterima biasanya
sebagai balas jasa, sumber utamanya berupa gaji,
upah, bangunan, pendapatan bersih dari usaha
sendiri.

b. Pendapatan berupa barang adalah segala penghasilan
yang sifatnya reguler dan biasanya tidak berbentuk
balass jasa dan diterima dalam bentuk barang.

3. Sumber Pendapatan
Ibnu Sina berpendapat bahwa adanya harta milik
pribadi pada umumnya berasal dari dua jalan, yaitu

(Haniv, 2010):



26

a. Harta warisan, yaitu harta yang diterima dari keluarga
yang meninggal. Orang yang beruntung mendapatkan
harta warisan tidak perlu susah payah untuk bekerja
memperoleh kekayaan karena mereka telah menerima
peninggalan harta dari dari orang tua yang telah
meninggalkannya.

b. Harta usaha, yaitu yang diperoleh dari bekerja. Lain
halnya dengan harta warisan untuk memperoleh harta,
seseorang harus bekerja keras untuk memperoleh harta
untuk dapat hidup.

. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

Pada hakikatnya pendapatan yang diterima oleh
sseorang maupun badan usaha tentunya dipengaruh oleh
banyak faktor, seperti tingkat pendidikan dan pengalaman
seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan dan
pengalaman maka semakin tinggi pula tingkat
pendapatannya. Kemudia jika tingkat pendapatan sangat
dipengaruhi oleh modal kerja, jam kerja, akses kredit,
jumlaah tenaga kerja, tanggungan keluaarga, jenis barang
dagangan (produk) dan faktor lainnya. Pada umumnya,
masyarakat selalu mencaari tingkat pendapatan tinggi
untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, akan tetapi

dibatasi oleh beberapa faktor tersebut (Wahyono, 2017).
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Perlu diketahui bahwa terdapat beberapa faktor
yang dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan,
berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi
pendapatan:

a. Modal
Modal dalam teori ekonomi dapat diartikan
sebagai berang modal vyaitu benda-benda yang
digunakan untuk memperoduksi berbagai jenis
barang. Misalnya mesin penggiling padi, berbagai
jenis peralatan produksi tekstil, pakaian, alat-alat
berat yang digunakan untuk membuat jalan dan
bangunan dimasukkan sebagai barang modal.
Sedangkan, dalam kegiatan bisnis dan sistem
finansial, modal diartikan sebagai dana yang
digunakan untuk melakukan investasi di sektor
keuangan seperti untuk membeli saham dan obligasi.
Dalam kegiatan usaha sering juga dikatakan sebagai
modal kerja yaitu dana yang digunakan untuk
membiayai kegiatan usaha sehari-hari (Sukirno,
2017). Modal terbagi atas dua, yaitu (Simanjuntak,

2003):
1) Modal tetap, adalah modal yang memberikan jasa

dalam proses melakukan produksi jangka waktu
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yang relatif lama dan tidak berpengaruh oleh
besar kecilnya jumlah produksi yang dihasilkan.
2) Modal lancar, adalah modal yang memberikan
jasa hanya sekali dalam proses produksi, misalnya
dalam bentuk bahan baku dan juga kebutuhan lain
seperti sumber daya manusia (SDM) yang
memiliki integritas dalam melakukan pekerjaan
sebagai penunjang usaha. Dengan modal yang
semakin  banyak diharapkan akan dapat
meningkatkan produksi yang dihasilkan, sehingga
akan dapat meningkatkan jumlah penerimaan
yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan
pendapatan.
b. Alokasi Jam Kerja
Alokasi jam kerja merupakan lamanya waktu
kerja yang digunakan oleh seseorang yang diukur
dalam jam. Jam kerja yang digunakan berbeda-beda
bagi individu yang satu dengan yang lainnya. Pada
dasarnya, pendapatan seseorang bergantung dari
waktu atau jam kerja yang dicurahkan.
c. Umur
Usia merupakan salah satu faktor yang dapat

mempengaruhi  pendapatan seseorang. Biasanya
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pendapatan mula-mula meningkat sesuai dengan
pertambahan usia, memuncak pada tingkat usia
produktif dan kemudian menurun kembali menjelang
usia pensiun atau usia tua (Simanjuntak, 2003).

. Pengalaman Bekerja

Pengalaman bekerja didapat sejalan dengan
semakin lamanya seseorang menekuni  suatu
pekerjaan tertentu. Dengan semakin lamanya
seseorang menekuni suatu pekerjaan, maka semakin
banyak pengalaman yang diperoleh dan semakin baik
pula  manajemen  yang  diterapkan  dalam
melaksanakan  pekerjaan dan pada akhirnya
diharapkan hasil yang diperoleh semakin baik dan
meningkat.

Semakin  lama  seseorang  menjalankan
usahanya, maka semakin banyak pengalaman yang
dimiliki, sehingga mereka akan lebih terampil dan
mempunyai pengetahuan tentang kemungkinan yang
akan terjadi sebagai konsekuensi atas keputusan yang
diambil (Simanjuntak, 2003).

Tingkat Pendidikan
Tingkat pendidikan dapat dianggap mewakili

kualitas tenaga kerja. Pendidikan merupakan suatu
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proses yang bertujuan untuk menambah keterampilan,
pengetahuan dan meningkatkan kemandirian maupun
pembentukan kepribadian seseorang. Pendidikan
merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan
kualitas sumber daya manusia. Dengan semakin
tingginya kualitas sumber daya, maka produktivitas
pun akan bertambah dan pada akhirnya dapat
meningkatkan pendapatan seseoraang tersebut (D.H,
2012).

5. Upaya Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat

diperlukan sebuah upaya untuk dapat mengoptimalkan

pendapatan masyarakat. Upaya tersebut dapat melalui

program pemberdayaan masyarakat yang dapat berupa
(Wahyono, 2017):

a.

Bantuan pinjaman modal usaha melalui program
nasional pemberdayaan masyarakat pedesaan.
Pengembangan motivasi kerja dan berusaha pelatihan.
Pelatihan keterampilan usaha ekonomi.

Bantuan pinjaman modal usaha berkaitan dengan

dana bergulir yang ditujukan untuk kegiatan usaha baik

daalam pengembangan usaha maupun pembukaan usaha

baru daari masyarakat desa. Pengembangan motivasi
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kerja dan berusaha pelatihan yakni kegiatan yang
dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong serta
meningkatkan  motivasi usaha masyarakat untuk
melakukan pekerjaan yang dijalankan dengan sebaik-
baiknya sehingga pendapatan masyarakat meningkat.

Sementara itu, kegiatan pelatihan keterampilan
usaha berkaitan dengan program pelatihan yang
dilakukan untuk mengembangkan maupun meningkatkan
usaha yang berujung pada peningkatan pendapatan
masyarakat. Program pelatihan menjadikan masyarakat
memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang usaha,
adanya peningkatan kemampuan dalam mengatasi
berbagai permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan
usaha yang ada.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Pembahasan tentang akad Al-Mukhabarah telah
banyak dibahas sebagai karya ilmiah. untuk mendukung
persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah di atas,
penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap masalah
di atas, peneliti berusaha melakukan penelitian terhadap
literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi
objek penelitian. Berdasarkan penelusuran data yang

peneliti lakukan, peneliti melihat ada beberapa skripsi yang
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membahas tentang strategi pemasaran. Berikut beberapa
skripsi tersebut yaitu:

1. Miftahurrahmi (2020) Pelaksanaan Akad Mukhabarah
pada Kerjasama Usaha Pertanian Padi Di Tinjau
Menurut Fighi Muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana kadar pembagian hasil pertanian
padi Desa Sungai Pinang, untuk mengetahui bagaimana
tinjauan fighi muamalah terhadap hasil pertanian padi
Desa Sungai Pinang dan untuk memberikan informasi
yang benar kepada masyarakat tentang praaktek bagi
hasil Mukhabarah. Jenis penelitian yang digunakan oleh
peneliti adalah kualitatif, dengan jumlah sampel 10
orang dengan perincian 3 orang pemilik lahan dan 7
orang petani penggarap. Metode pengumpulan data yaitu
observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data
yang digunakan adalah metode induktif yaitu
menggambarkan kaidah khusus yang ada kaitannya
dengan masalah yang penulis teliti, dianalisa kemudian
diambil kesimpulan secara umum. Hasil penelitian yaitu
kerja sama yang dilakukan masyarakat Desa Sungai
Pinang telah memenuhi kriteria hukum islam karena
praktik bagi hasil Mukhabarah tersebut telah menjadi

kebiasaan setempat, sedangkan dalam hukum islam adat
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dapat dijadikan hukum dengan kaidah “adat kebiasaan
bisa dijadikan hukum”, praktek baagi hasil Mukhabarah
tersebut saling menguntugkan antara pemilik sawah dan
petani penggarap dengan jumlah 1/3 bagian untuk
pemilik lahan yang mana biaya penggarapan sawah
mulai dari benih, pupuk, serta kebutuhan yang lainnya
ditanggung oleh petani penggarap.

Adapun yang membedakan penelitian terdahulu
dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah
penulis lebih menfokuskan bagaimana akad Mukhabarah
ini dapat menigkatkan pendapatan masyarakat yang
melakukan akad tersebut. Karena permasalahan itulah
penulis ingin melakukan penelitian terhadap penerapan
Al-Mukhabarah dalam meningkatkan pendapatan
masyarakat petani di Desa Nusa, Kecamatan Kahu,
Kabupaten Bone.

. Efni Erliza (2020) Penggarapan Lahan Oleh Buruh Tani
di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai
Kabupaten Lebong Perspektif Al-Mukhabarah. Tujuan
dari pengamatan ini adalah untuk mengetahui bagaimana
praktek penggarapan lahan oleh buruh tani di kelurahan
Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong

Perspektif Al-Mukhabarah. Penelitian ini menggunakan
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pendekatan kualitatif dan jenis penelitian lapangan di
dukung dengan penelitian pustaka dan pengumpulan
data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi.
Informan dalam penelitian ini terdiri dari 15 informan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek kerja
sama Mukhabarah yang terjadi di kelurahan Tanjung
Agung yaitu dimana masyarakat melakukan kerjasama
dengan perjanjian yang dilakukan secara lisan oleh
kedua belah pihak. Pada saat melakukan perjaanjian
tersebut kedua belah pihak telah menentukan jenis bibit
tanaman apa yang akan di tanam tersebut.

Adapun yang membedakan penelitian terdahulu
dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah
penulis lebih menfokuskan bagaimana akad Mukhabarah
ini dapat menigkatkan kesejahteraan masyarakat yang
melakukan akad tersebut. Karena permasalahan itulah
penulis ingin melakukan penelitian terhadap penerapan
Al-Mukhabarah dalam meningkatkan  pendapatan
masyarakat petani di Desa Nusa, Kecamatan Kahu,
Kabupaten Bone.

Mastina (2019) Penetapan Sistem Mukhabarah Dalam
Kegiatan Pertanian di Kelurahan Palingkau Lama

Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas. Tujuan
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dari pengamatan ini adalah untuk mengetahui bagaimana
latar belakang terjadinya kerja sama mukhabarah antara
pemilik tanah dengan petani penggarap di Kelurahan
Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten
Kapuas dan untuk mengetahui dan menganalisis
bagaimana tinjauan Ekonomi Islam dalam penerapan
bagi hasil yang dilakukan sehari-hari dengan sistem
Mukhabarah di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan
Kapuas Murung Kabupaten Kapuas. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif — deskriptif (field
research) dan pengumpulan data meliputi observasi,
wawancara, dokumentasi. Informan dalam penelitian ini
terdiri dari 10 informan, dirincikan 5 orang pemilik
sawah dan 5 orang petani penggarap. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa latar belakang terjadinya kerja
sama Mukhabarah antara pemilik lahan dengan
penggarap di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan
Kapuas Murung Kabupaten Kapuas yaitu tidak semua
petani di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas
Murung Kabupaten Kapuas memiliki lahan pertanian
sendiri untuk digarap, tetapi memiliki kemampuan untuk
bertani sehingga mereka menggarap lahan milik orang

lain, ada juga pemilik tanah yang tidak memilii
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kemampuan bertani dan tidak ada waktu karena
pekerjaan lain sehingga mereka tidak mampu untuk
mengelola lahannya sendiri, kondisi ini yang mendorong
pemilik tanah dan petani penggarap melakukan Kkerja
sama perjanjian bahwa hasilnya akan dibaagi antara
pemilik tanah dan petani penggarap menurut
kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya
dari penggarap.

Adapun yang membedakan penelitian terdahulu
dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah
penulis lebih menfokuskan bagaimana akad Mukhabarah
ini dapat menigkatkan kesejahteraan masyarakat yang
melakukan akad tersebut. Karena permasalahan itulah
penulis ingin melakukan penelitian terhadap penerapan
Al-Mukhabarah dalam meningkatkan pendapatan
masyarakat petani di Desa Nusa, Kecamatan Kahu,

Kabupaten Bone.



BAB Il1
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
fenomenoligi yaitu jenis penelitian kualitatif yang
melihat dan mendengar lebih dekat dan terperinci
penjelasan dan pemahaman individual tentang
pengalaman-pengalamannya. Penelitian fenomenologi
bertujuan untuk mengekspresikan diri secara murni
tanpa adanya gangguan dari peneliti (Sugiono, 2008).
Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena judul
yang diangkat mengharuskan peneliti terjun langsung ke
lapangan untuk melakukan pengamatan tentang apa
yang terjadi di masyarakat dengan mencari sumber
dalam bentuk wawancara langsung kepada masyarakat
yang bersangkutan.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan penulis
adalah penelitian kualitatif. Menurut Bodgan dan
Taylor pendekatan kualitatif dapat memperoleh suatu

penjelasan mendalam tentang ucapan, tulisan, dan
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tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu,
kelompok, masyarakat, organisasi tertentu dalam suatu
konteks tertentu yang dibahas dari sudut pandang yang
lengkap, komprehensif dan holistic (Ahmadi, 2016).

Penelitian kulitiatif bertujuan untuk memperoleh
berbagai pemahaman yang bersifat umum terhadap
kenyataan social dari pandangan partisipan. Seluruh
pemahaman tersebut tidak dapat ditentukan terlebih
dahulu, tetapi harus di dapatkan melalui analisis
terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus
penelitian, selanjutnya ditarik keesimpulan yang berupa
seluruh pemahaman umum yang berisi kenyataan-
kenyataan tersebut.

Penelitian ~ dengan  pendekatan  kualitatif
menekankan analisis proses dari proses berpikir secara
induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan
antar fenomena yang diamati dan senantiasa
menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif
bertujuan mengembangkan konsep sensitivitas pada
masalah yang di hadapi, menerankan realitas yang
berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah
(grounded theory) dan mengembangkan akan satu atau

lebih dari fenomena yang dihadapi (Bungin, 2015).
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B. Definisi Operasional
Al-Mukhabarah dalam meningkatkan pendapatan
masyarakat khususnya masyarakat petani dapat dilihat dari
perjanjian kerja sama, kemudian dalam perjanjian itu
ditetapkan sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan petani
penggarap ketika waktu panen tiba. Adapun untuk jumlah
penghasilan yang dibagi berdasarkan apa yang disepakati
oleh kedua belah pihak.
C. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bone,
tepatnya di Desa Nusa Kecamatan Kahu, Kabupaten
Bone.
2. Waktu Penelitian
Adapun waktu penelitian ini akan dilaksanakan
pada bulan Mei sampai bulan Juni tahun 2023.
D. Subjek dan Objek Penelitian
1. Subjek Penelitian
Dalam melakukan suatu penelitian tentunya
terdapat subjek yang merupakan sesuatu yang begitu
diperlukan sebagai sumber data relevan dan akurat yang
diamati  olenh  peneliti  untuk  menyempurnakan

peenelitian yang dilakukannya. Subjek penelitian adalah
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orang, tempat, atau benda yang diamati (Yusuf, 2019).
Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah
masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Desa
Nusa, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone yang
berjumlah sekitar 543 jiwa sebagai pemilik lahan dan
267 jiwa sebagai penggarap, dalam penelitian ini penulis
mengambil 5 orang, 3 orang sebagai penggarap dan 2
orang sebagai pemilik lahan sebagai subjek penelitian.
2. Objek Penelitian
Objek penelitian merupakan hal yang akan diteliti
dan dikaji oleh peneliti dalam melakukan penelitian
(Yusuf, 2019). Objek yang akan diteliti dalam penelitian
ini adalah penerapan Al-Mukhabarah di Desa Nusa
Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.
E. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan suatu cara Yyang
digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dalam
suatu penelitian. Penelitian yang dipilih adalah jenis
penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah
mendalam, jelas dan spesifik. Adapun metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah:
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1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan
data yang dilakukan dengan cara mengadakan
penelitian secara teliti, serta pencatatan secara
sistematis. Teknik pengumpulan data dengan observasi
digunakan bila, penelitian berkenaan dengan prilaku
manusia, proses kerja, gejala- gejala alam dan bila
responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi
terstruktur adalah observasi yang telah dirancang serta
sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan
dimana tempatnya. Jadi observasi terstruktur dilakukan
apabila peneliti telah tahu dengan pasti tentang variabel
apa yang akan diteliti. Sedangkan observasi tidak
terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan
secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi.
Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti
tentang apa yang akan diamati (Hikmawati, 2017).

2. Wawancara

Wawancara adalah perlakuan yang dilakukan
oleh peneliti untuk mendapatkan data secara mendalam.
Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan
pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului

beberapa pertanyaan informal. Wawancara adalah suatu
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percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu
ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua
orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik
(Bungin, 2015).

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur
maupun tidak terstruktur. Wawancara terstruktur
digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila
peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan
pasti tentang informasi apa yang diperoleh. Sedangkan
wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang
bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman
wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan
lengkap untuk pengumpulan datanya. Jadi teknik
pengumpulan data dalam hal wawancara yang akan
peneliti gunakan adalah wawancara struktur (Ahmadi,
2016).

Dokumentasi

Dokumen adalah suatu metode pengumpulan data
dengan cara membuka dokumen atau catatan- catatan
yang dianggap perlu (Ruslan, 2010). Adapun alat
dokumentasi adalah seluler, laptop, kajian literatur dan
alat-alat lainnya untuk mengumpulkan data. Dalam hal

ini peneliti menggunakan media foto/kamera.
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F. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan
untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan oleh peneliti.
Alat yang digunakan adalah sebagai berikut (Hikmawati,
2017):
1. Lembar observasi
Lembar observasi adalah instrumen yang
digunakan untuk mengumpulkan data melalui
pengamatan dilapangan, tujuannya untuk mendapatkan
informasi yang lebih akurat baik berupa tempat, pelaku,
objek, kegiatan, perbuatan atau peristiwa.
2. Lembar wawancara
Lembar wawancara adalah alat  untuk
mengumpulkan informasi melalui komunikasi langsung
dengan responden (orang yang diminta informasinya)
yang berisikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang
berhubungan dengan masalah yang dibahas. Sejumlah
pertanyaan itu merupakan acuan dasar yang dapat
dikembangkan lebih jauh (fokus) ke objek yang hendak
diteliti.
3. Lembar dokumentasi
Lembar dokumentasi bisa dikatakan sebagai

catatan tertulis yang digunakan ketika melakukan
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wawancara. Selain itu alat yang digunakan peneliti
dalam hal ini adalah kamera handphone dan rekaman
suara yang diambil pada saat proses penelitian

berlangsung.

G. Keabsahan Data
Keabsahan data dilakukan untuk  menjamin
keakuratan data. Adapun keabsahan data yang dipakai oleh
peneliti yaitu triangulasi. Pada pengujian kredibilitas ini
dapat diartikan menjadi sebuah pengecekan data dari
berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

Dengan demikian, triangulasi terdiri atas triangulasi sumber,

triangulasi teknik pengumpulan data, waktu dan teori.

Berikut sedikit penjabaran mengenai triangulasi (Musianto,

n.d.):

1. Triangulasi sumber dilakukan menggunakan cara
mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.
Data yang diperoleh menurut beberapa sumber tersebut
dideskripsikan, dikategorikan dan akhirnya diminta
kesepakatan untuk menerima kesimpulan.

2. Tringulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data
pada sumber yang sama menggunakan teknik yang
berbeda.
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3. Tringulasi waktu berkaitan dengan keefektifan waktu,
data yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara
dipagi hari disaat narasumber masih segar dan belum
banyak masalah akan memberikan data yang valid
sehingga lebih kredibel.

4. Triangulasi teori dari linkoln dan guba, menurut asumsi
bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat
kepercayaannya menggunakan satu atau lebih teori.

H. Teknik Analisis Data
Analisis data kualitatif merupakan upaya yang
dilakukan dengan jalan bekerja menggunakan data,
mengorganisasikan data, memilah-milahnya sebagai satuan
yang bisa dikelola, mencari dan menemukan pola,
menentukan yang penting dan apa yang dipejari dan
memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain

(Sugiono, 2008). Dalam penelitian kulitiatif ini, peneliti

menggunakan teknik analisis data sebagai berikut :

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, menentukan
hal yang utama, memfokuskan dalam hal-hal yang
penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang
tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan menggunakan

jalan abstraksi. Abstraksi adalah bisnis menciptakan
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rangkuman yang inti, proses dan pernyataan yang perlu
dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian.
Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh
peneliti secara terus menerus saat melaakukan penelitian
untuk menghasilkan catatan-caatatan inti dari data yang
diperoleh dari hasil pengalihan data (Yusuf, 2019).

. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi
tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan
kesimpulan. Hal ini dilakukan menggunakan alasan
data-data yang diperoleh selama proses penelitian
kualitatif umumnya berbentuk naratif, sehingga
memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya
(Hikmawati, 2017).

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat
gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari
gambaran keseluruhan. Pada tahap ini, peneliti berupaya
mengklasifikasikan keseluruhan dan menyajikan data
sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan
pengkodean dalam setiap sub pokok permasalahan
(Yusuf, 2019).
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3. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap
akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini, peneliti
mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah
diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari
hubungan, persamaan atau perbedaan. Penarikan
kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan
membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek
penelitian dengan makna yang terkandung dengan
konsep-konsep dasar penelitian tersebut (Bungin, 2015).

Tahapan-tahapan diatas terutama tahap reduksi
dan penyajian data, tidak perlu terjadi secara beriringan.
Akan tetapi setelah dilakukan penyajian data juga
membutuhkan reduksi data lagi sebelum ditarik sebuah
kesimpulan. Dengan demikian, kebiasaan peneliti
menggunakan analisis kualitatif untuk menentukan

kualitas analisis dan hasil penelitian kualitatif.



BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah Singkat Desa Nusa

Desa Nusa merupakan salah satu Desa dari 19
(Sembilan belas) desa yang ada di Kecamatan Kahu
Kaabupaten Bone. Desa Nusa sendiri terdiri dari dua
dusun yaitu Dusun Nusa dan Dusun Angeddangnge.
Desa Nusa adalah desa dengan penghasil produk-produk
pertanian maupun perkebunan.

Tahun 1941-1942 Nusa berasal dari kata Pusa
yang berarti bingung. Desa Nusa diartikan sebagai
bingung karena pada saat terbentuknya Nusa tidak
memiliki pemimpin yang memimpin dan mengendalikan
rakyatnya. Pada saat Arung Nusa yang bernama Puang
Maccoa meninggal dunia, ia digantikan oleh anaknya
yakni Petta Kita.

Pada tahun 1942-1959 pada saat itu Nusa di
pimpin oleh Petta Tanga yang merupakan anak dari Petta
Kita. Setelah Petta Tanga meninggal, ia digantikan oleh

saudaranya yang bernama Petta Linrung (A. Muh. Sirri)
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yang memerintah cukup lama yakni 35 tahun mulai
tahun 1990 hingga tahun 2007.

Setelah A. Muh. Sirri meninggal, beliau
digantikan oleh kemanakannya yang bernama A. Muh.
Yunus, beliau menjabat tahun 2007-2014. Setelah masa
jabatan A. Muh. Yunus berakhir (2 Periode) beliau di
gantikan oleh kemanakannya yang bernama A. Syamsul
Alam. Setelah masa jabatan A. Syamsul Alam berakhir,
kepala Desa Nusa diduduki oleh Muh. Ilham yang
merupakan staf Kecamatan.

Setelahnya diadakan pemilihan Kepala Desa
secara serentak pada tanggal 21 November 2015 yang
kemudian di menangkan oleh Firman, A.Ma sebagai
Kepala Desa terpilih.

Letak Geografis

Kondisi geografis wilayah Desa Nusa yang
terdiri dari daerah lembah daratan, maka sangat
berpotensi untuk dijadikan modal besar bagi segenap
masyarakat Desa Nusa dalam rangka keberlangsungan
hidup dan peningkatan taraf hidup masyarakatnya.

Letak geografis Desa Nusa sebagai berikut:
Sebelah Utara = Desa Gattareng

Sebelah Timur = Desa Kalero
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Sebelah Selatan = Desa Lemo
Sebelah Barat = Desa Bellu

Luas wilayah Desa Nusa Kecamatan Kahu
Kabupaten Bone seluas 3,11 km?, adapun jarak antara
pusat pemerintahan kecamatan dan Desa Nusa berjarak
sekitar 13 km, kemudian jarak desa dengan kota sekitar
44 km, jarak dengan Provinsi sekitar 193 km.

Adapun  jumlah  penduduk Desa  Nusa
berdasarkan jenis kelamin terdiri dari £ 811 jiwa berjenis
kelamin laki-laki dan = 910 jiwa berjenis kelamin
perempuan, dengan jumlah keseluruhan penduduk yaitu
+ 1.791 jiwa. Berdasarkan dengan data jumlah penduduk
dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Nusa Berdasarkan

Jenis Kelamin

No. | Jenis Kelamin Jumlah Persentase
Laki-laki 849 49%
Perempuan 1007 51%
Jumlah Total 1,856 100%
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Sumber: Kantor Desa Nusa, Kecamatan Kahu,
Kabupaten Bone.

Dari data diatas dapat di simpulkan bahwa lokasi
Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone berjarak
lumayan jauh dari pusat kota, kemudian kepadatan
penduduk Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone
dapat dikatakan lumayan padat dilihat dari jumlah
penduduknya yang berkisar 1.792 jiwa.

. Visi dan Misi Desa

Pemerintah desa saling bekerja sama untuk
mewujudkan visi dan misi desa yang telah disepakati
sebelumnya. Berikut ini visi misi dari desa Nusa
Kecamatan Kahu Kabupaten Bone :

a. Visi
Visi adalah suatu gambaran yang menentang
tentang keadaan masa depan yang di inginkan
dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Adapun
Visi Desa Nusa yaitu “Terwujudnya Pemerintahan
Desa Nusa yang Disiplin, Cerdas, Adil dan Merata
serta Religius”
b. Misi
Adapun misi dari desa nusa di uraikan

sebagai berukut:
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4)

5)

6)
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Pelaksanaan pembangunan yang
mengedepankan partisipasi dan gotong royong
masyarakat.

Mengoptimalkan kinerja perangkat Desa secara
maksimal sesuai tugas dan fungsi.
Menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa
secara transparan serta bertanggung jawab
sesuai peraturan perundangan.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam
memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang
berkeadilan.

Mengedepankan musyawarah dan mufakat
dengan melibatkan lembaga - lembaga yang
ada, baik secara formal maupun non formal.
Melaksanakan pemerataan pembangunan di
segala bidang.

Dalam Upaya mewujudkan Misi dan Misi

tersebut di atas, Pemerintah Desa Nusa menerapkan

4 (empat) Budaya Kerja Organisasi yaitu Bekerja

Cerdas, Bekerja keras dan disiplin pastinya.

4. Keadaan Sosial dan Ekonomi

Secara umum mata pencaharian masyarakat

Desa Nusa dapat teridentifikasi kedalam beberapa
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bidang mata pencaharian seperti petani, buruh tani,
PNS/TNI/POLRI,  kariyawan  suasta, pedagang,
wirasuasta, pensiunan, buruh bangunan, peternak, tukang
batu, tukang kayu, penjahit dan pengrajin. Jumlah
penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat pada
tabel.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Mata

Pencaharian

Persentase Total
No | Jenis Pekerjaan | Jumlah Jumlah
Penduduk
1 | Petani 810 67,90%
2 | Peternak 270 22,63%
3 | Pedagang 15 1,26 %
4 | Tukang Kayu 7 0,59%
5 | Tukang Batu 10 0,84%
6 | Penjahit 3 0,25%
7 | PNS 20 1,68%
8 | TNI/POLRI 9 0,75%
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9 | Perangkat Desa 10 0,84%
10 | Pengrajin 9 0,75%
11 | Buruh Indstri - 0,00%
12 | DLL 30 2.51%

Jumlah Total 1193 98%

Sumber : Kantor Desa Nusa, Kecamatan Kahu,

Kabupaten Bone

Tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah
penduduk Desa Nusa berdasarkan jenis mata
pencaharian sebesar 1.193 jiwa, diantaranya petani yang
berjumlah 810 jiwa dengan persentase terbesar yaitu
67,90%.
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5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Nusa

STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAH DESA NUSA
KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE

R

==

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Nusa

B. Hasil Penelitian
1. Penerapan sistem Al-Mukhabarah di Desa Nusa

Kecamatan Kahu Kabupaten Bone

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, alur
dari sistem penerapan akad Mukhabarah di Desa Nusa
Kecamatan Kahu kabupaten Bone, menjelaskan tentang
sebab maupun alasan yang mendasari masyarakat
melakukan sistem Al-Mukhabarah, bentuk-bentuk sistem

akad Mukhabarah yang terjadi di Desa Nusa Kecamatan
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Kahu Kabupaten Bone, tingkat pendapatan yang
diperoleh dari hasil perjanjian sistem Al-Mukhabarah
yang terjadi di Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten
Bone.
a. Sistem perjanjian akad Mukhabarah
Pada umunya pemilik lahan yang datang
kepada calon penggarap meminta tolong agar
sawahnya digarap karena kondisi waktu yang tidak
memadai ditambah dengan kesibukan lain, pada saat
itulah mereka melakukan akad atau perjanjian baik itu
lisan maupun tulisan. Namun dalam kasus ini, penulis
lebih banyak menemukan akad secara lisan.
Salah satu penggarap yang bernama Bapak
Sofyan beliau menyebutkan bahwa :

“Perjanjian bagi hasil pertanian ini dilakukan
kurang lebih 5 tahun, pada saat itu pemilik
lahan menawarkan lahannya yang kurang
lebih satu hektar untuk digarap karena
pemilik lahan terlalu banyak memiliki lahan
atau sawah sehingga lahan tidak mampu
menggarap semua lahannya maka dari itu
pemilik lahan mempercayakan untuk
meggarap lahannya yang kebetulan tidak
memiliki lahan yang cukup untuk memenuhi
kebutuhan keluarga sedangkan sumber
pendapatan hanya berasal dari bertani yang
dimana hasil pendapatannya dapat bertahan
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dalam jangka waktu panjang. Pada saat itu
saya bersedia menggarap sawah dari pemilik
lahan, kesepakatan dilakukan secara lisan
kepada pemilk lahan  bermusyawarah
mengenai penggarapannya. Jika mengalami
kerugian atau gagal panen yang akan
menanggung kerugian jelas kedua belah
pihak, penggarap dan pemilik lahan tetap
akan membagi hasil panen dengan jumlah
yang lebih besar kepada penggarap daripada
pemilik lahan hal tersebut dikarenakan
pemilik lahan tidak ikut andil dalam
pengelolahan lahan dan menanam bibit
tanaman, pemilik lahan hanya menyediakan
lahan dan seperdua pupuk yang dibutuhkan
dalam  pengelolahan  lahan.”  (Sofyan
Wawancara 15 Juni).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara
kepada Bapak Sulfadli yang juga merupakan salah-
satu penggarap, beliau mengemukakan bahwa :

“Perjanjian bagi hasil pertanian tersebut
dilakukan belum cukup lama tepatnya pada
tahun 2021 lalu hingga sekarang, selanjutnya
pemilik lahan meminta agar sawahnya yang
sudah lama tidak dikelola dapat dikelola oleh
seseorang sebab pemilik lahan sibuk dengan
pekerjaan lain dan penggarap kebetulan
kekurangan lahan untuk dikelola maka dari
itu penggarap menerima tawaran tersebut.
Setelahnya  dilakukanlah suatu perjanjian
secara lisan atas dasar kepercayaan pemilik
lahan kepada penggarap dengan alasan
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hubungan kekerabatan, dalam perjanjian itu
disepakati bahwa penggarap yang akan
menyiapkan bibit padi dan mengelolahnya
tapi untuk biaya pengelolahan lainnya pemilik
lahan yang akan menanggung semuanya
seperti  pupuk dan racun hama. Jika
mengalami gagal panen kedua belah pihak
akan menanggung kerugian sedangkan untuk
tenaga pengelolahan lahannya penggarap
yang menanggung semuanya, pemilik lahan
hanya menanggung lahan dan kebutuhan
pengelolahannya hingga masa panen tiba.”
(Sulfadli Wawancara 15 Juni)

Hasil wawancara dari petani penggarap
lainnya Bapak Tuo mengatakan bahwa :

“Perjanjian dilakukan sudah lumayan lama
sekitar 7 tahun yang lalu, perjanjian tersebut
diawali dengan kunjungan kerumah pemilik
lahan untuk menawarkan perjanjian bagi hasil
karena lahan tersebut sudah lama tidak
dikelola. Akhirnya penggarap dan pemilik
lahan melakukan perjanjian secara lisan
karena pemilik lahan tidak mampu menanami
sawah tersebut karena beliau merupakan
seorang PNS yang banyak menghabiskan
waktunya di tempat kerja maka dari itu dia
menyerahkan sawahnya untuk digarap dengan
syarat hasilnya akan dibagi dua. Kemudian
untuk penyediaan bibit dan segala kebutuhan
yang menyediakan semuanya adalah pihak
penggarap sedangkan pemilik lahan hanya
menyerahkan sawanya kepada penggarap
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untuk dikelola dan mengurus semua
kebutuhannya tanpa campur tangan pemilik
lahan. Jika tejadi kerugian maka yang
menanggung kerugian tersebut tentu saja
kedua belah pihak.” (Tuo Wawancara 16
Juni)

Sementara itu hasil wawancara dari salah-

satu pemilik lahan yaitu Bapak Jusman mengatakan

bahwa :

“Perjanjian dimulai sejak tiga tahun yang lalu,
perjanjian  dilakukan  dengan  alasan
kurangnya waktu untuk menggarap semua
lahan sedangkan penggarap tidak memiliki
lahan lebih untuk digarap sehingga kedua
belah pihak sepakat untuk melakukan
perjanjian bagi hasil pada bidang pertanian
ini. Kemudian kedua belah pihak melakukan
perjanjian secara lisan dengan isi perjanjian
yang menyediakan pupuk adalah kedua belah
pihak sedangkan bibit untuk ditanam dari
penggarap. Jika terjadi gagal panen keduanya
akan menanggung kerugian yang telah
dikeluarkan selama proses penggarapan
hingga panen” (Jusman Wawancara 16 Juni)

Sedangkan hasil wawancara dengan pemilik

lahan yang lainnya yaitu Bapak Tampa mengatakan

bahwa :

“Pengelolahan lahannya pada tahun 2020
sampai sekarang pemilik lahan
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mempercayakan kepada kerabat yang
kebetulan tinggal di lokasi yang tidak jauh
dari sawah tersebut perjanjian dilakukan
dengan alasan lokasi lahan terletak jauh dari
kediaman, untuk urusan benih padi yang
menyediakan adalah penggarap begitupun
dengan kebutuhan lainnya seperti pupuk,
racun hama, dan perlengkapan lainnya.

Perjanjian dilakukan secara lisan oleh kedua

belah pihak dan untuk kerugian akan

ditanggung kedua belah pihak jika lahan
tersebut mengalami gagal panen.” ” (Tampa

Wawancara 15 Juni)

Penulis dapat menarik kesimpulan selama
proses penelitian berlangsung yang menjadi penyebab
masyarakat petani di Desa Nusa melakukan akad
Mukhabarah, yakni sebagai berikut :

1) Bagi pemilik lahan

a) Karena mereka memiliki lahan yang banyak
sehingga tidak mampu menggarap semuanya
sendiri, maka dari itu mereka menyerahkan
kepada orang lain untuk ditanami atas dasar
kepercayaan.

b) Karena adanya pekerjaan lain sehingga mereka
tidak mempunyai banyak waktu untuk

mengurus lahan mereka. Meskipun mereka
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memiliki  kemampuan untuk menggarap
lahannya sendiri.

c) Untuk menolong petani yang kekurangan lahan
sedangkan petani tersebut tidak memiliki
pekerjaan lain selain bertani.

d) Lokasi lahan atau sawah terlalu jauh dari
tempat tinggal mereka sehingga mereka tidak
bisa mengelola lahan mereka.

2) Bagi petani penggarap

Untuk mencari penghasilan tambahan karena

lahan yang dimiliki tidak banyak dan masih

mampu mengerjakan sawah selain lahannya
sendiri.

b. Sistem bagi hasil perjanjian Mukhabarah bagi
petani di Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten
Bone

Adapun pembagian hasil panen yang
dilakukan oleh masyarakat petani di Desa Nusa
Kecamatan Kahu Kabupaten Bone sebagai berikut :
apabila benih yang ditanam dari petani penggarap
maka benih yang digunakan untuk luas 1 hektar
berkisar kurang lebih 50 liter, maka hasil panen yang

diperoleh dikurangi terlebih dahulu untuk benih tetapi
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benih tersebut tetap diambil oleh penggarap untuk
penggarapan selanjutnya.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu
penggarap Bapak Sulfadli sistem bagi hasilnya yaitu

“Jika luas lahan 1 hektar dengan hasil yang
diperoleh kurang lebih 60 karung, maka hasil
kotor tersebut dikurangi terlebih dahulu untuk
benih, biaya pupuk, biaya traktor, serta biaya-
biaya lainnya yang dipakai  selama
penggarapan, pembagian hasil tersebut setelah
dikurangi sekian karung atas biaya-biaya yang
telah dipakai selama penggarapan berlangsung
dan setelah itu barulah dibagi persentase
(50:50)” (Sulfadli Wawancara 15 Juni).

Hal tersebut tidak jauh berbeda dari apa yang
disampaikan oleh Bapak Tampa yang merupakan
salah-satu penggarap, beliau mengemukakan

“Pertama-tama  disisihkan  dulu  untuk
pengambilan benih yang digunakan oleh
penggarap dan akan dikembalikan kepada
penggarap, kemudian hasil kotor dari panen
tersebut masih disisihkan sekian karung untuk
biaya-biaya lainnya selama masa penggarapan
setelah itu dibagi dua sesuai kesepakatan. Jadi
misalnya hasil kotornya 60 karung dikurangi
telebih  dahulu  untuk benih  (misalnya
penggarap menggunakan bibit di awal untuk
ditanam sebanyak 40 liter benih) maka hasil
kotor tersebut dikurangi sebesaar 40 liter untuk
disserahkan  kembali kepada penggarap,



63

kemudian dikurang untuk biaya pupuk (1 sat
seharga Rp. 130.000) sedangkan harga untuk
satu karung gabah di Desa Nusa dihargai Rp.
350.000 (100 Kg x Rp 3.500), serta biaya-biaya
lainnya sebesar 2 karung, setelah itu baru
dibagi antara pemilik lahan dan petani
penggarap untuk penerimaan bersihnya.”
(Tampa Wawancara 15 Juni).

Sedangakan hasil wawancara dari Bapak
Sofyan sebagai penggarap mengemukakan bahwa:

“Bagi hasil dilakukan penanaman padi hingga
siap untuk panen, kemudian setelah panen
hasilnya akan dibagi dua antara pemilik lahan
dan penggarap yang mana kesepakatan
keduanya akan dibagi 65% untuk petani
penggarap dan pemilik lahan akan menerima
35% hasil panen. Penggarap menerima hasil
panen yang lebih besar karena yang
menanggung bibit tanaman adalah penggarap
sedangkan pupuk akan ditanggung bersama-
sama dalam artian jika lahan tersebut
membutuhkan 5 karung pupuk maka pemilik
lahan akan menanggung pupuk sebanyak 2
karung dan 3 karung dari penggarap, sama
halnya dengan tenaga menggarap, menanam
dan memelihara tanaman padi hingga siap
panen maka dari itu penggaarap akan
menerima hasil yang lebih besar dari pemilik
lahan. Jadi misalkan hasil panennya sebanyak
50 karung penggarap akan mendapatkan 35
karung sedangkan pemilik lahan akan
mendapatkan 15 karung. Kemudian penggarap
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tetap akan menyisakan beberapa karung untuk
dijadikan bibit tanaman untuk ditanam kembali
di lahan tersebut.” (Sofyan Wawancara 15
Juni)

Adapun yang dikatakan Bapak Tuo selaku
penggarap yang juga melakukan perjanjian bagi hasil
pertanian sebagai berikut:

“Untuk pembagian hasil panen, dari awal
perjanjian telah kami sepakati bahwa dalam
pembagiannya petani penggarap yang akan
mendapatkan hasil panen yang lebih banyak,
mengingat penggarap  harus menyisihkan
untuk bibit yang akan ditanam selanjutnya.
Misalnya hasil panen sebanyak 30 karung
maka pemilik lahan hanya akan mendapatkan
sekitar 10-11 karung sedangkan penggarap
sisanya, peggarap juga menyiapakan bibit,
pupuk, racun hama, biaya dalam penggarapan
serta tenaga. Jadi kedua belah pihak sepakat
jika pembagiannya tidak %2 dari hasil panen.”
(Tuo Wawancara 16 Juni)

Hasil wawancara diatas di dukung oleh hasil
observasi yang penulis lakukan, bahwa sistem yang
diterapkan oleh masyarakat petani di Desa Nusa dalam
hal pembagian hasil panen yaitu dengan mengurangi
sebagian benih terhadap hasil panen yang belum
dibagi tujuannya untuk mengembalikan modal berupa
benih yang telah dikeluarkan oleh penggarap dan
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selanjutnya benih tersebut akan digunakan kembali
untuk penggarapan selanjutnya agar ketika ingin
menanam kembali mereka tidak kesulitan untuk
mencari benih. (Observasi 29 Mei 2023).

Dari hasil wawancara dan obsservasi diatas,
maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan
bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat petani di
Desa Nusa Kecamatan Kahu kabupaten Bone sudah
sesuai dengan sistem yang dianjurkan oleh syariat
islam, dapat dilihat dari pembagian hasil panen sudah
sesuai dengan perspektif ekonomi islam dimana sistem
pembagiannya dilakukan sesuai dengan perjanjian
awal atau pada saat melakukan akad secara lisan
sebelum memulai kerja sama. Pemilik lahan adalah
orang yang dapat digolongkan dalam ekonomi tingkat
menengah ke atas kemudian menyerahkan lahannya
kepada petani penggarap yang kekurangan lahan untuk
meningkatkan kondisi ekonomi orang tersebut. Jadi
dapat disimpulkan bahwa sistem pembagian hasil yang
diterapkan oleh masyarakat petani di Desa Nusa
Kecamatan Kahu Kabupaten Bone telah memenuhi
asas-asas dibawah ini :

a. Saling menguntungkan
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Saling menguntungkan yang dimaksud adalah baik
pemilik lahan maupun penggarap Ssama-sama
mendapatkan hasil panen sesuai kesepakatan di
awal.

. Suka sama suka

Asas suka sama suka disini diartikan pemilik lahan
dengan sukarela memberikan sawahnya kepada
penggarap untuk dikelola dan penggarap dengan
sukarela menggarap sawah yang diserahkan pemilik
lahan dengan harapan lahan tersebut dapat
memberikan  keuntungan  untuk  memenuhi
kebutuhan keluarga.

. Saling tolong menolong

Tanpa mereka sadari, dalam perjanjian bagi hasil
pertanian yang dilakukan oleh Masyarakat petani di
Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone
tersebut dapat membantu kedua pihak. Dimana
pemilik lahan telah membantu petani penggarap
yang kekurangan atau bahkan tidak memiliki lahan
untuk mendapatkan penghasilan dari pengelolahan
lahan tersebut dan penggarap juga membantu
pemilik lahan untuk mendapatkan penghasilan

tambahan dari lahan tersebut.



67

d. Adil
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan
mereka mengatakan bahwa sistem bagi hasil atau
hasil panen yang mereka terima sesuai dengan
perjanjian awal yang telah ddisepakati kedua belah
pihak.

Berdasarkan analisis dari beberapa asas
diatas, penulis menyimpulkan bahwa sistem perjanjian
bagi hasil khususnya dibidang pertanian sudah sesuai
dengan syariat islam karena telah didasari dengan
sukarela dan saling tolong menolong antar sesama
manusia untuk keberlangsungan hidupnya.

c. Peningkatan pendapatan bagi petani Desa Nusa dari
perjanjian Mukhabarah
Menurut narasumber yang melakukan perjanjian
Mukhabarah di Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten
Bone dalam meningkatkan pendapatannya adalah sebagai
berikut :
1) Pernyataan dari Bapak Sofyan yang merupakan salah
satu penggarap mengenai peningkatan pendapatannya
dari perjanjian Mukhabarah.

“Pada tahun 2020 kemarin banyak yang
mengalami gagal panen salah satunya lahan



68

tersebut, jika normalnyabiasa diterima sekitar 25
karung maka pada tahun tersebut hanya diterima
seanyak 17 karung. Pada tahun 2021 diterima 28
karung selanjutnya pada tahun 2022 hasil panen
melimpah sehingga didapatkan sekitar 30
karung.” (Sofyan Wawancara 15 Juni)

2) Pertanyaan Bapak Sulfadli juga merupakan Penggarap
mengatakan bahwa :

“Pada tahun 2021 diperoleh sebanyak 22
karung sedangkan pada tahun 2022 diperoleh 27
karung.” (Sulfadli Wawancara 15 Juni)

3) Sementara Penggarap lainnya Bapak Tuo menyatakan

“Pada tahun 2020 di dapatkan hasil panen bersih
dari lahan tersebut sebanyak 30 karung
sedangkan pada tahun 2021 diperoleh sekitar 37
karung dan pada tahun 2022 diperoleh sebanyak
34 karung” (Tuo Wawancara 16 Juni)

4) Pernyataan dari Bapak Jusman sebagai pemilik lahan
mengenai peningkatan pendapatannya dari perjanjian
Mukhabarah.

“Pada tahun 2020 diperoleh hasil panen
sebanyak 12 karung selanjutnya pada tahun 2021
dihasilkan sebanyak 23 karung dan pada tahun
2022 perolehan sekitar 25 karung.” (Jusman
Wawancara 16 Juni).
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5) Pernyataan lainnya dari pemilik lahan Bapak Tampa

mengatakan :

“Pada tahun 2020 penerimaan sekitar 13 karung
untuk tahun 2021 diterima sekitar 19 karung dan
untuk tahun 2022 diterima sekitar 22 karung.”
(Tampa Wawancara 15 Juni)

Berikut data-data peningkatan pendapatan hasil

panen dari sistem Mukhabarah dari narasumber :

Tabel 4.3 Pendapatan hasil panen dari perjanjian Al-

Mukhabarah bagi petani di Desa Nusa

Pendapatan hasil panen dari

Nama perjanjian Al-Mukhabarah
No
Narasumber
2020 2021 2022
L | sor 17 28 32
ofyan
Y karung | karung | karung
22 27
2 | Sulfadli -
karung karung
5 |7 30 37 34
uo
karung | karung | karung
. | 12 21 25
usman
karung | karung | karung
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13 19 22

Tampa
P karung |karung | karung

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa
masyarakat petani Desa Nusa yang melakukan perjanjian
bagi hasil pertanian mengalami peningkatan meskipun
tidak terlalu meningkat drastis. Namun, banyak dari
petani tidak menjual semua hasil panen yan diperoleh
melainkan disimpan untuk dimakan sehari-hari ataupun
dijual sedikit demi sedikit dalam bentu beras bukan
dalam bentuk gabah, biasanya dijual seharga Rp.8.000 —
Rp.8.500/kilogram beras.

. Analisis Penerapan Akad Mukhabarah Secara Lisan
dalam Perspektif Hukum Islam yang Terjadi Di Desa
Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa
Al-Mukhabarah adalah perjanjian bagi hasil khususnya
pada bidang pertanian yang dimana penggarap yang
menyediakan bibit atau benih padi yang akan ditanam. Di
Desa Nusa sendiri ada beberapa petani yang menerapkan

hal tersebut, akan tetapi yang perlu diperhatikan lagi



71

adalah akad yang dilakukan masyarakat hanya berbentuk
lisan dalam artian tidak ada kekuataan hukum yang
mendasari akad tersebut.

Perjanjian dapat dilakukan oleh siapa saja hal
tersebut dikarenakan perjanjian menganut asas kebebasan
berkontrak. Perjanjian sendiri merupakan kesepakatan
dari dua pihak dan tidak menutup kemungkinan
kesepakatan tersebut tidak terpenuhi. Prestasi dalam
sebuah perjanjian ialah pelaksanaan terhadap hal-hal yang
telah dijanjikan atau yang telah disebutkan dalam akad
dan tentunya telah disepakati kedua belah pihak yang
melakukan perjanjian. Adapun lawan dari kata prestasi
adalah wanprestasi, yakni tidak dilaksanakannya prestasi
atau isi perjanjian yang merupakan kewajibannya oleh
pihak-pihak yang dissebutkan dalam akad. Hal tersebut
dapat merugikan salah satu pihak ketika salah satu pihaak
diantaranya tidak  melaksanakan isi  perjanjian
sebagaimana mestinya.

Perjanjian sendiri dapat dilakukan dalam bentuk
tulisan maupun dalam bentuk lisan bahkan ada yang
melakukan akad secara sembunyi-sembunyi. Perjanjian
yang sering kali dijumpai dalam kehidupan masyarakat

adalah perjanjian secara lisan, misalnya dalam kegiatan
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berbelanja baik di toko maupun dipasar-pasar untuk
pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dapat dikatakan
bahwa perjanjian lisan dapat ditemukan dalam perjanjian
sederhana yakni perjanjian yang tidak rumit hubungan
hukumnya dan juga tidak menimbulkan kerugian besar
jika terjadi wanprestasi. Namun, yang akan menjadi
permasalahan adalah jika perjaanjian lisan digunakan
dalam perjanjian yang dapat menimbulkan kerugian besar
bagi para pihak jika terjadi wanprestasi dan yang lebih
parahnya jika diperkarakan di pengadilan, pihak yang
melakukan wanprestasi dapat melakukan pembelaan
dengan mengatakan bahwa ia tidak pernah melakukan
akad tersebut. Hal itu tentu saja menyulitkan karena tidak
ada bukti hukum yang mengikat perjanjian tersebut
karena hanya di lakukan dengan cara akad lisan.

Menurut syariat islam akad yang dilakukan secara
lisan tetaplah sah jika orang yang berakad memenuhi
syarat sah sebuah akad, namum jika akad dilakukan
hanya secara lisan dan tidak ada kekuatan hukum yang
mendukung ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak
diinginkan dikemudian hari, misalnya terjadi kecurangan
atau hasil yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian

awal tapi tidak ada saksi atau perjanjian tertulis baik
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berupa surat perjanjian maka sulit untuk mendapatkan
bukti untuk kesepakatan awal.

Sedangkan menurut hukum perjanjian yang
dilakukan secara lisan terdapat pada pasal 1320 KUH
Perdata yang merupakan instrumen hukum dimana pokok
untuk menguji sah atau tidaknya suatu perjanjian yang
dibuat kedua pihak, pasal tersebut menetukan adanya 4
syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi syarat sahnya
suatu perjanjian, yaitu :

1. Kesepakatan untuk mereka yang mengikat dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

3. Suatu hal tertentu.

4. Suatu sebab yang halal.

Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya
perjanjian lisan tidak mengatur tentang bagaimana bentuk
perjanjian tersebut. Sehingga dalam membuat suatu
perjanjian, masyarakat bebas untuk menentukan bentuk
perjanjian yang mereka inginkan. Mengenai perjanjian
lisan yang dilakukan masyarakat tetaplah sah selama
kedua pihak memenuhi syarat sah perjanjian yang
tercantum pada pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian lisan
juga tetap sah selama belum ada undang-undang yang

menentukan bahwa perjanjian harus dilakukan secara
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tetulis. Berdasarkan penjelasan tersebut, akad lisan tetap
sah selama memenuhi syarat sah perjanjian yang
tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata.

Di Desa Nusa sendiri masyarakat yang melakukan
perjanjian bagi hasil pertanian tersebut kebanyakan
melakukan akad secara lisan, alasannya karena pemilik
kebun mempercayai petani penggarap begitupun
sebaliknya terlebih diantara mereka ada yang menjalin
hubungan keluarga. Berikut wawancara dari seorang
penggarap Bapak Tuo mengatakan bahwa :

“Perjanjian telah dikerjakan selama kurang lebih 7
tahun dan perjanjian tersebut lakukan secara lisan,
perjanjian lisan itu sudah menjadi kebiasaan kami
masyarakat  disini dan  sampai  sekarang
Alhamdulillah tidak pernah terjadi kecurangan
atau hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi orang
yang mengerjakan sawah adalah keluarga jadi
perjanjian telah di dasari dengan saling
mempercayai.” (Tuo Wawancara 16 Juni)

Hasil wawancara dari Bapak Tampa selaku
pemilik lahan beliau menjelaskan bahwa :

“Akad lisan dilakukan karena hal itu sudah
menjadi  kebiasaan kami ketika melakukan
perjanjian, saksi mata mungkin hanya kami
ataupun keluarga jika ada yang melihat perjanjian
kami pada saat itu. Tapi kalau tidak ada berarti
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yang menyaksikan hanya kami yang melakukan

perjanjian itu.” (Tampa Wawancara 15 Juni)

Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa
Nusa melakukan akad atas dasar kepercayaan antara
kedua belah pihak dan apabila terjadi wanprestasi yang
akan menanggung kerugian adalah kedua belah pihak
seperti yang telah disepakati saat akad berlangsung dan
akad secara lisan sudah merupakan kebiasaan masyarakat
salah satunya ketika melakukan akad perjanjian bagi hasil
pertanian.

Dari kesimpulan diatas, dapat dinyatakan bahwa
akad lisan yang dilakukan masyarakat petani di Desa
Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone tetap sah baik
dalam segi agama maupun hukum karena telah memenubhi
syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Mereka melakukan
perjanjian atas dasar kepercayaan, artinya mereka siap
menerima resiko dikemudian hari jika misalnya terjadi
kecurangan dari salah-satu pihak. Hal tersebut
menandakan bahwa kedua belah pihak saling
mempercayai sehingga tetap menjalankan  suatu
perjanjian yang berbentuk lisan hingga sekarang, apalagi
perjanjian lisan telah dijadikan sebagai sebuah kebiasaan

masyarakat dan jika suatu hari terjadi kecurangan maka
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keduanya siap menanggung resiko yang terjadi. Karena
masyarakat Desa Nusa telah melakukan tinjauan terhadap
keputusan apa yang akan dipilih, mereka akan meninjau
beberapa pilihan keputusan yang tersedia kemudian
menelaah keputusan yang mana paling memiliki resiko
yang besar dan keputusan mana yang memiliki tingkat
resiko yang kecil. Setelah melakukaan telaah, maka
masyarakat Desa Nusa akan melakukan tindakan atau
keputusan mana yang paling sedikit resikonya.
C. Pembahasan
1. Penerapan sistem Al-Mukhabarah di Desa Nusa
Kecamatan Kahu Kabupaten Bone
a. Sistem perjanjian akad Mukhabarah
Al-Qur’an telah mengatur dan memberi
arahan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan
hidupnya, di dalam Al-Qur’an juga
memperbolehkan manusia mencari rezeki sebanyak-
banyaknya dengan profesi yang di inginkan seperti
petani, peternak, penjahit, nelayan dan pedagang,
asalkan tidak melanggar syariat islam. Dengan ini di
jelaskan firman Allah SWT perintah berusaha yang
sifatnya umum dalam surah Al-gasas (28) ayat 77:
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Terjemahan: “Dan carilah pada apa yang teah di
anugrahkan  Allah  kepada mu

(kebahgiaan) negri akhirat, dan

janganlah kamu melupakan

bahagianmu dari (kenikmatan)

duniawi dan berbuat baiklah (kepada

orang lain) sebagaimana Allah telah

berbuat baik kepadamu dan janganah

kamu berbuat kerusakan di muka

bumi. Sesungguhnya Allah tidak

menyukai orang-orang yang berbuat

kerusakan.”
Hukum islam mensyariatkan aturan-aturan

yang berkaitan dengan hubungan antara individu
untuk kebutuhan hidupnya membatasi keinginan-
keinginan hingga memungkinakan manusia tidak
memberi mudhorat kepada orang lain. Oleh karena
itu melakukan hukum tukar menukar keperluan
antara anggota masyarakat harus dengan jalan yang
adil. Hak milik merupakan hubungan antara
manusia dan harta yang di tetapkan dan di akui oleh

syara’. Karena adanya hubungan tersebut, mereka
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berhak melakukan berbagai macam tasarruf
terhadap harta yang dimilikinya selama tidak ada
hal-hal yang menghalanginya.

Dengan adanya lahan pertanian yang
tersedia, manusia dapat memenuhi kebutuhan
hidupnya karena dengan lahan pertanian manusia
bisa mengelolanya menjadi sumber pendapatan.
Islam adalah agama yang akan membawa umatnya
menuju kebahagiaan dan kesejahteraan hidup baik
itu di dunia maupun di akhirat. Untuk menciptakan
keadaan yang demikian, diperlukan hubungan
dengan sesama dan saling membutuhkan di dalam
masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian penulis,
alasan seseorang melakukan sistem perjanjian bagi
hasil pertanian karena kurangnya lahan atau sawah
yang dapat dikelola sedangkan mereka memiliki
tenaga untuk bertani, alasan selanjutnya karena
adanya pekerjaan lain yang menjadi penghambat
seseorang untuk menggarap sawah sehingga
menyerahkan sawahnya kepada orang lain yang
mampu menggarapnya, dan bagi mereka yang

memiliki lahan atau sawah yang berada jauh dari
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tempat tinggal mereka sebagian akan memilih untuk
meminta seseorang untuk menggarap sawahnya
yang tinggal di daerah lahan tersebut. Hal tersebut
mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Martina
2019) yang menunjukkan bahwa tidak semua petani
memiliki lahan pertanian sehingga mengahruskan
mereka untuk menggarap lahan milik orang lain dan
ada juga pemilik tanah yang tidak memiliki waktu
kaarena alasan pekerjaan yang hasilnya lebih
menjanjikan sehingga tidak memiliki waktu untuk
mengelolah sendiri lahannya, maka hal teersebut
yang mendorong petani penggarap dan pemilik
lahan melakukan perjanjian Mukhabarah

Perlu diketahui bahwa sebagian orang
mempunyai hewan ternak, mampu menggarap
sawah tetapi tidak memiliki tanah, adapula orang
memiliki tanah yang subur untuk ditanami tapi tidak
mampu untuk menggarapnya. Kalau dijalin kerja
sama antara mereka, dimana yang satu menyerhakan
tanah sedangkan yang lain menggarap dan bekerja
menggunakan  hewan ternaknya dan tetap
mendapatkan bagian masing-masing. Maka yang

terjadi adalah kemakmuran bumi, semakin luas
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daerah pertanian yang merupakan sumber kekayaan
terbesar.
. Sistem bagi hasil perjanjian Mukhabarah bagi
petani di Desa Nusa Kecamatan Kahu
Kabupaten Bone

Transaksi  bagi  hasil kerja sama
pengelolaan tanah pertanian mengandung unsur
tolong menolong antara dua belah pihak yang
melakukan akad. Yaitu bagi pemilik lahan dan
petani  penggarap, dalam hal ini transaksi
Mukhabarah yang positif akan terbangun apabila di
dasari rasa saling percaya dan amanah. Mukhabarah
adalah suatu kerja sama dalam bidang pertanian,
kerja sama ini bertujuan pada bagi hasil pertanian
yaitu ketika lahan pertanian itu panen, maka yang
melakukan kerja sama tersebut akan membuat
kesepakatan antara kedua belah pihak dengan
ketentuan bibit dan semua biaya pengolahan lahan
di bebankan kepada penggarap dan kemudian hasil
dari panen tersebut di bagi dengan persentase
tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah di

tentukan ketika melakukan kerja sama.
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Dalam akad Mukhabarah yang melakukan
perjanjian adalah pemilik lahan dan penggarap,
dalam melakukan kerja sama ini harus ada akad
perjanjian dan surat terima lahan pertanian yang
dijadikan sebagai objek dari kerja sama tersebut dan
ada kesepakatan tentang benih dan peralatan
pertanian serta kesepakatan bagian hasil panen.

Bagi hasil pertanian adalah hal yang
menjadi  ujung dalam  kegiatan  kerjasama
Mukhabarah adalah pembagian hasil lahan
pertanian, bagi hasil dalam Mukhabarah adalah
bentuk dari pembagian keuntungan antara pemilik
lahan dan petani penggarap lahan dari hasil
penggarapan lahan yang mana pembagian tersebut
telah ditentukan persentasenya diawal akad
kerjasama dilakukan. Di dalam hukum islam tidak
dijelaskan secara rinci tentang persentase pembagian
hasil pertanian, hanya saja disebutkan bahwa dalam
pembagian hasil harus sesuai dengan akad yang
disepakati bersama antara pemilik lahan dan petani
penggarap. Adapun syarat yang harus dipenuhi
dalam pembagian hasil panen adalah: pembagian

hasil panen harus jelas persentasenya sesuai
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kesepakatan para pihak serta hasil panen itu harus
benar-benar hasil dari milik orang yang berakad.
Artinya, bahwa hasil panen yang dibagi tersebut
benar-benar hasil dari lahan yang menjadi objek
kerjasama Mukhabarah. Dalam hal bagi hasil
tersebut, yaitu terdapat unsur-unsur yang menjadi
pokok dari bagi hasil tersebut, yaitu adanya pemilik
lahan, adanya petani penggarap serta adanya lahan
yang akan dikelola.

Pembagian hasil pertanian tidak lepas dari
permodalan yang mana akan menentukan persentase
pembagian hasil panen tersebut, pembagian hasil
panen dilakukan oleh masyarakat Desa Nusa
Kecamatan Kahu Kabupaten Bone dilakukan
dengan sistem Mukhabarah yaitu hasil panen dibagi
rata (50:50). Pembagian dengan cara Mukhabarah
tersebut sudah terbiasa dilakukan oleh masyarakat
Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Hak
penggarap dan pemilik lahan harus dipenuhi, hak-
hak yang dimaksud adalah mendapatkan bagiannya
masing-masing yang dahulu seperti dikurangi sekian

persen untuk benih.
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Penerapan bagi hasil yang dilakukan oleh
masyarakat petani di Desa Nusa Kecamatan Kahu
kabupaten Bone sudah sesuai dengan sistem yang
dianjurkan oleh syariat islam, dapat dilihat dari
pembagian hasil panen sudah sesuai dengan
perspektif ~ ekonomi  islam  dimana  sistem
pembagiannya dilakukan sesuai dengan perjanjian
awal atau pada saat melakukan akad secara lisan
sebelum memulai kerja sama. Pemilik lahan adalah
orang yang dapat digolongkan dalam ekonomi
tingkat menengah ke atas kemudian menyerahkan
lahannya kepada petani penggarap yang kekurangan
lahan untuk meningkatkan kondisi ekonomi orang
tersebut. Penerapan bagi hasil itu berupa hasil kotor
yang diterima terlebih dahulu akan dikurangi dengan
jumlah bibit yang telah dikeluarkan oleh penggarap
agar bibit tersebut dapat ditanam kembali untuk
penggarapan selanjutnya, begitupun dengan biaya-
biaya lainnya yang dikeluarkan selama penggarapan
berlangsung, setelah dikurangi semua barulah
hasilnya akan dibagi kedua belah pihak berdasarkan
ksepakatan pada awal perjanjian.
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Peningkatan pendapatan bagi petani Desa Nusa
dari hasil perjanjian Mukhabarah

Sektor pertanian merupakan sektor yang
sangat penting perannya dalam perekonomian
disebagian besar negara-negara berkembang, hal
tersebut dapat dilihat dengan jelas dari peranan
sektor pertanian di dalam menampung penduduk
serta memberikan kesempatan kerja kepada
penduduk. Pembangunan pertanian perlu
mendapatkan perhatian yang lebih baik, sekalipun
prioritas pada kebijaksanaan industrialisasi sudah
dijatuhkan, namun sektor pertanian dapat memiliki
kemampuan untuk mengahasilkan pendapatan petani
yang lebih tinggi dan memungkinkan untuk
menabung dan mengakumulasi modal.

Masyarakat petani Desa Nusa yang
melakukan  perjanjian  bagi hasil  pertanian
mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu
meningkat drastis. Namun, banyak dari petani tidak
menjual semua hasil panen yan diperoleh melainkan
disimpan untuk dimakan sehari-hari ataupun dijual

sedikit demi sedikit dalam bentu beras bukan dalam
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bentuk gabah, biasanya dijual seharga Rp.8.000 —
Rp.8.500/kilogram beras.

2. Analisi Penerapan Akad Mukhabarah Secara Lisan
dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam yang
Terjadi Di Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten
Bone

Perjanjian dapat dilakukan oleh siapa saja hal
tersebut  dikarenakan perjanjian menganut asas
kebebasan berkontrak. Perjanjian sendiri merupakan
kesepakatan dari dua pihak dan tidak menutup
kemungkinan kesepakatan tersebut tidak terpenuhi.
Prestasi dalam sebuah perjanjian ialah pelaksanaan
terhadap hal-hal yang telah dijanjikan atau yang telah
disebutkan dalam akad dan tentunya telah disepakati
kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Adapun
lawan dari kata prestasi adalah wanprestasi, yakni tidak
dilaksanakannya prestasi atau isi perjanjian yang
merupakan kewajibannya oleh pihak-pihak yang
dissebutkan dalam akad. Hal tersebut dapat merugikan
salah satu pihak ketika salah satu pihaak diantaranya
tidak melaksanakan isi  perjanjian sebagaimana

mestinya. Perjanjian sendiri dapat dilakukan dalam
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bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan bahkan ada
yang melakukan akad secara sembunyi-sembunyi.

Perjanjian yang sering kali dijumpai dalam
kehidupan masyarakat adalah perjanjian secara lisan,
misalnya dalam kegiatan berbelanja baik di toko
maupun dipasar-pasar untuk pemenuhan kebutuhan
sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa perjanjian lisan
dapat ditemukan dalam perjanjian sederhana yakni
perjanjian yang tidak rumit hubungan hukumnya dan
juga tidak menimbulkan kerugian besar jika terjadi
wanprestasi. Namun, yang akan menjadi permasalahan
adalah jika perjanjian lisan digunakan dalam perjanjian
yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi para pihak
jika terjadi wanprestasi dan yang lebih parahnya jika
diperkarakan di pengadilan, pihak yang melakukan
wanprestasi dapat melakukan pembelaan dengan
mengatakan bahwa ia tidak pernah melakukan akad
tersebut. Hal itu tentu saja menyulitkan karena tidak ada
bukti hukum yang mengikat perjanjian tersebut karena
hanya di lakukan dengan cara akad lisan.

Menurut syariat islam akad yang dilakukan
secara lisan tetaplah sah jika orang yang berakad

memenuhi syarat sah sebuah akad, namum jika akad
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dilakukan hanya secara lisan dan tidak ada kekuatan
hukum yang mendukung ditakutkan akan terjadi hal-hal
yang tidak diinginkan dikemudian hari, misalnya terjadi
kecurangan atau hasil yang diterima tidak sesuai dengan
perjanjian awal tapi tidak ada saksi atau perjanjian
tertulis baik berupa surat perjanjian maka sulit untuk
mendapatkan bukti untuk kesepakatan awal.

Akad lisan yang dilakukan masyarakat petani
di Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone tetap
sah baik dalam segi agama maupun hukum karena telah
memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.
Perjanjian dilakukan atas dasar kepercayaan dan akad
lisan merupakan sebuah kebiasaan atau tradisi yang
sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Nusa,
artinya mereka siap menerima resiko dikemudian hari
jika misalnya terjadi kecurangan dari salah-satu pihak.
Hal tersebut menandakan bahwa kedua belah pihak
saling mempercayai sehingga tetap menjalankan suatu
perjanjian yang berbentuk lisan hingga sekarang dan
saksi saat melakukan akad hanya keluarga dari salah-
satu pihak, apalagi perjanjian lisan telah sebagai sebuah
kebiasaan masyarakat dan jika suatu hari terjadi

kecurangan maka keduanya siap menanggung resiko
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yang terjadi. Hal tersebut sudah sesuai dengan hukum
ekonomi islam. Hal tersebut mendukung penelitian
yang dilakukan oleh (Miftahurrahmi, 2020) dimana
hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akad yang
dilakukan secara lisan hanya dihadiri dari pihak
keluarga masing-masing saja.

Untuk memenuhi ketentuan-ketentuan hukum
yang terdapat di dalam Al-Qur’an, demikian pula untuk
memperoleh ketentuan-ketentuan hukum muamalah
yang baru timbul sesuai dengan perkembangan
masyarakat. Diperlukan sesuai pemikiran-pemikiran
baru yang berupa ijtihad termasuk didalamnya tradisi
kebiasaan yang mempunyai peranan penting dalam
masyarakat. Tradisi dapat dijadikan hukum aapabila
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : perbuatan
yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat
yang menunjukkan bahwa tradisi ini tidak mungkin
berkenan dengan maksiat, perbuatan maupun perkataan
yang dilakukan berulang-ulang, tidak bertentangan
dengan Al-Qur’an dan Hadist. Dasar hukum yang
digunakan dalam perjanjian akad Mukahabarah di Desa
Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone adalah urf apa

yang bisa dilakukan semua orang, baik dalam perkataan
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maupun perbuatan atau identik dengan adat dan
kebiasaan masyarakat setempat.

Penulis menarik kesimpulan tentang akad
Mukhabarah dapat dilihat dari perspektif ekonomi islam
dimulai dari prinsip dasar dan juga dilihat dari asas-asas
ekonomi islam yang ada. Maka sistem akad
Mukhabarah merupakan akad yang baik untuk
diterapkan dan mengikut pada perkembangan zaman,
akan tetapi hal yang harus diperhaatikan bagi akad
Mukhabarah ini adalah bentuk akad, hendaknya
dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis agar tidak
terjadi kesalah pahaman atau tidak ada pihak yang

dirugikan antara pemilik lahan dan petani penggarap.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem  Al-Mukhabarah  dapat = meningkatkan

2.

pendapatan masyarakat Desa Nusa Kecamatan Kahu
Kabupaten Bone yang melakukan praktik bagi hasil
pertanian tersebut, namun banyak dari petani tidak
menjual semua hasil panen yan diperoleh melainkan
disimpan untuk dimakan sehari-hari ataupun dijual
sedikit demi sedikit dalam bentu beras bukan dalam
bentuk gabah, biasanya dijual seharga Rp.8.000 —
Rp.8.500/kilogram beras.

Akad secara lisan sudah merupakan kebiasaan
masyarakat salah satunya ketika melakukan akad
perjanjian bagi hasil pertanian. akad lisan yang
dilakukan masyarakat petani di Desa Nusa Kecamatan
Kahu Kabupaten Bone tetap sah baik dalam segi
agama maupun hukum karena telah memenuhi syarat-
syarat sahnya suatu perjanjian. Jadi akad tersebut tetap
sah meskipun tidak ada perjanjian tertulis yang
dilakukan oleh kedua belah pihak.

90
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas penulis
memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya dalam sistem bagi hasil masyarakat dapat
memperhatikan  peraturan-peraturan  yang telah
ditentukan negara jika memang mampu dilaksanakan
meskipun dalam sistem pembagian telah rela dan
disepakati.

2. Sebaiknya pada saat melakukan perjanjian yang
mengikuti zaman, artinya hendaknya melakukan akad
secara tertulis atau adanya surat perjanjian bahkan
saksi. Hal tersebut bertujuan agar nantinya ada yang
dapat dijadikan sebagai pedoman dalam hal
melaksanakan tugasnya masing-masing dari pihak

yang bersangkutan.
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Lampiran 1

INSTRUMEN PENELITIAN

No | Variabel Indikator

1. | Al-Mukhabarah | e Alur perjanjian Mukhabarah
e Sistem bagi hasil perjanjian
Mukhabarah

2 | Pendapatan Peningkatan pendapatan
masyarakat dari perjanjian bagi

hasil pertanian.




Lampiran 2

LEMBAR OBSERVASI

No

Aspek yang Diobservasi

Keterangan

Ya

Tidak

Penerapan sistem Al-Mukhabarah

a.

b.

Petani mengetahui sistem
bagi hasil pertanian

Petani melakukan akad
ketika melakukan
perjanjian bagi hasil
Kedua belah pihak
melakukan  bagi  hasil
sesuai kesepakan

\/
\/

Peningkatan  pendapatan  dari
sistem bagi hasil

a.

Masyarakat petani
mendapatkan keuntungan
dari sistem bagi hasil
pertanian

Masyarakat petani
mengalami kerugian dari
sistem bagi hasil pertanian




Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA
1. Data Pribadi
Nama
Jenis Kelamin :
Umur
2. Pertanyaan
a. Sudah berapa lama Bapak/Ibu melakukan perjanjian
bagi hasil pertanian ini?
b. Apa alasan Bapak/lbu melakukan perjanjian
tersebut?
c. Bagaimana alur perjanjian yang Bapak/Ibu lakukan?
d. Siapa yang menyiapkan bibit atau benih yang akan
di tanam nantinya?
e. Siapa yang menyiapkan pupuk, racun hama dan
segala keperluan lainnya dalam pengelolahan lahan?
f. Siapa yang menanggung kerugian jika perjanjian
tersebut meengalami kegagalan panen?
g. Apakah pemilik lahan ikut serta mengelolah lahan?
h. Bagaimana sistem bagi hasil yang Bapak/Ibu

lakukan ketika waktu panen tiba?
Bagaimana peningkatan pendapatan Bapak/Ibu
selama melakukan perjanjian bagi hasil tersebut?



Lampiran 4

HASIL WAWANCARA

3. Data Pribadi

Nama : Sofyan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Profesi : Petani Penggarap

4. Pertanyaan

J.

Sudah berapa lama Bapak/Ibu melakukan perjanjian
bagi hasil pertanian ini?

Jawaban: Saya sudah melakukan perjanjian bagi
hasil pertanian ini kurang lebih 5 tahun. pada saat
itu bapak Jusman menawarkan lahannya yang
kurang lebih satu hektar untuk digarap karena
pemilik lahan terlalu banyak memiliki lahan atau
sawah yang mengakibatkan pemilik lahan tidak
mampu menggarap semua lahannya maka dari itu
beliau mempercayakan saya untuk meggarap
lahannya yang kebetulan tidak memiliki lahan yang
cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga
sedangkan sumber pendapatan hanya berasal dari
bertani yang dimana hasil pendapatannya dapat
bertahan dalam jangka waktu panjang.

Apa alasan Bapak/lbu melakukan perjanjian
tersebut?

Jawaban : Pada saat itu bapak Jusman menawarkan
lahannya yang kurang lebih satu hektar untuk
digarap karena pemilik lahan terlalu banyak
memiliki lahan atau sawah yang mengakibatkan
pemilik lahan tidak mampu menggarap semua
lahannya maka dari itu beliau mempercayakan saya
untuk meggarap lahannya yang kebetulan tidak



memiliki lahan yang cukup untuk memenubhi
kebutuhan keluarga sedangkan sumber pendapatan
hanya berasal dari bertani yang dimana hasil
pendapatannya dapat bertahan dalam jangka waktu
panjang.

Bagaimana alur perjanjian yang Bapak/Ibu lakukan?
Jawaban : Pada saat itu saya bersedia menggarap
sawah dari pemilik lahan Bapak Jusman, setelah
saya melakukan kesepakatan akad secara lisan
kepada Bapak Jusman bermusyawarah mengenai
penggarapannya.

. Siapa yang menyiapkan bibit atau benih yang akan
di tanam nantinya?

Jawaban: Untuk yang menyediakan bibit itu dari
saya sedangkan Bapak Jusman menyediakan lahan.

. Siapa yang menyiapkan pupuk, racun hama dan
segala keperluan lainnya dalam pengelolahan lahan?
Jawaban : Yang menyediakan pupuk saya dan
pemilik lahan dibagi seperdua dan untuk racun dan
segala macamnya yang menyediakan adalah saya.

. Siapa yang menanggung kerugian jika perjanjian
tersebut meengalami kegagalan panen?

Jawaban : Kedua belah pihak akan menanggung
kerugian jika mengalami gagal panen.

. Apakah pemilik lahan ikut serta mengelolah lahan?

Jawaban : Pemilik lahan tidak ikut mengelola lahan.
. Bagaimana sistem bagi hasil yang Bapak/lbu
lakukan ketika waktu panen tiba?

Jawaban: Saya bersedia melakukan penanaman padi
hingga siap untuk panen, kemudian setelah panen
hasilnya akan dibagi dua antara pemilik lahan dan



saya yang mana kesepakatan keduanya akan dibagi
65% untuk petani penggarap dan pemilik lahan akan
menerima 35% hasil panen. Saya mendapatkan hasil
panen vyang lebih besar karena saya yang
menanggung bibit tanaman sedangkan pupuk akan
ditanggung bersama-sama dalam artian jika lahan
tersebut membutuhkan 5 karung pupuk maka
pemilik lahan akan menanggung pupuk sebanyak 2
karung dan 3 karung dari saya (penggarap), saya
menggunakan  tenaganya untuk  menggarap,
menanam dan memelihara tanaman padi hingga siap
panen maka dari itu saya akan menerima hasil yang
lebih besar dari pemilik lahan. Jadi misalkan hasil
panennya sebanyak 50 karung saya akan
mendapatkan 35 karung sedangkan pemilik lahan
akan mendapatkan 15 karung. Kemudian saya tetap
akan menyisakan beberapa karung untuk dijadikan
bibit tanaman untuk ditanam kembali di lahan
tersebut.

Bagaimana peningkatan pendapatan Bapak/Ibu
selama melakukan perjanjian bagi hasil tersebut?
Jawaban : pada tahun 2020 kemarin banyak yang
mengalami gagal panen salah satunya lahan
tersebut, jika normalnya saya biasa menerima
sekitar 25 karung maka pada tahun tersebut saya
hanya menerima 17 karung. Pada tahun 2021 saya
menerima 28 karung selanjutnya pada tahun 2022
hasil panen melimpah sehingga saya mendapatkan
sekitar 30 karung.



HASIL WAWANCARA

Data Pribadi

Nama - Sulfadli

Jenis Kelamin : Laki-laki

Profesi : Penggarap

Pertanyaan

a. Sudah berapa lama Bapak/lIbu melakukan perjanjian

bagi hasil pertanian ini?

Jawaban : Saya melakukan perjanjian tersebut belum
cukup lama tepatnya pada tahun 2021 lalu hingga
sekarang.

. Apa alasan Bapak/lbu melakukan perjanjian

tersebut?

Jawaban : pada saat itu pemilik lahan mendatangi
saya untuk membahas mengenai sawahnya yang
sudah lama tidak dikelola sebab pemilik lahan sibuk
dengan pekerjaan lain dan saya kebetulan
kekurangan lahan untuk dikelola maka dari itu saya
menerima tawaran tersebut.

Bagaimana alur perjanjian yang Bapak/Ibu lakukan?
Jawaban : Saat itu kami melakukan akad secara lisan
atas dasar kepercayaan pemilik lahan kepada saya
sebab saya dan pemilik lahan memiliki hubungan
kekerabatan, dalam perjanjian itu disepakati bahwa
saya yang akan menyiapkan bibit padi dan
mengelolahnya tapi untuk biaya pengelolahan
lainnya pemilik lahan yang akan menanggung
semuanya seperti pupuk dan racun hama.

. Siapa yang menyiapkan bibit atau benih yang akan di

tanam nantinya?



g.

h.

Jawaban : Saya sebagai penggarap yang
menyediakan.

Siapa yang menyiapkan pupuk, racun hama dan
segala keperluan lainnya dalam pengelolahan lahan?
Jawaban : pemilik lahan yang menyiapkan
semuanya.

Siapa yang menanggung Kerugian jika perjanjian
tersebut meengalami kegagalan panen?

Jawaban : Kerugian akan ditanggung oleh kedua
belah pihak.

Apakah pemilik lahan ikut serta mengelolah lahan?
Jawaban : Tidak.

Bagaimana sistem bagi hasil yang Bapak/Ibu lakukan
ketika waktu panen tiba?

Jawaban: “Jika luas lahan 1 hektar dengan hasil yang
diperoleh kurang lebih 60 karung, maka hasil kotor
tersebut dikurangi terlebih dahulu untuk benih, biaya
pupuk, biaya traktor, serta biaya-biaya lainnya yang
dipakai selama penggarapan, pembagian hasil
tersebut setelah dikurangi sekian karung atas biaya-
biaya yang telah dipakai selama penggarapan
berlangsung dan setelah itu barulah dibagi persentase
(50:50).”

. Bagaimana peningkatan pendapatan Bapak/Ibu

selama melakukan perjanjian bagi hasil tersebut?
Jawaban : Pada tahun 2021 saya memperoleh
sebanyak 22 karung sedangkan pada tahun 2022
saya memperoleh 27 karung.



HASIL WAWANCARA

Data Pribadi

Nama : Tuo

Jenis Kelamin : Laki-laki

Profesi : Penggarap

Pertanyaan

a. Sudah berapa lama Bapak/lIbu melakukan perjanjian

bagi hasil pertanian ini?
Jawaban : Saya melakukan perjanjian ini sudah
lumayan lama, itu sekitar 7 tahun yang lalu.

. Apa alasan Bapak/lbu melakukan perjanjian

tersebut?

Jawaban : Awalnya saya mendatangi keluarga saya
yang berada di luar kampung, saya menawarkan
untuk menggarap lahannya karena sudah lama tidak
di tanami padahal tanah di saawh itu subur. Saya
mengajukan perjanjian tersebut karena saya tidak
punya lahan sawah lagi karena telaah dijual semua.
Bagaimana alur perjanjian yang Bapak/Ibu lakukan?
Jawaban : Akhirnya saya mendatangi rumah keluarga
saya yang menjadi pemilik sawah tersebut dan
akhirnya dia menyetujui karena dia juga sudah tidak
mampu menanami sawah tersebut karena dai
merupakan seorang PNS yang banyak menghabiskan
waktunya di tempat kerja maka dari itu dia
menyerahkan sawahnya kepada saya untuk di tanami,
kami melakukan perjanjian secara lisan pada saat itu.
Saya sudah mengerjakan lahan orang selama 7 tahun
dan perjanjian kami lakukan secara lisan, perjanjian
lisan itu sudah menjadi kebiasaan kami masyarakat



disini dan sampai sekarang Alhamdulillah tidak
pernah terjadi kecurangan atau hal-hal yang tidak
diinginkan. Apalagi yang kerja sawah saya itu
keluarga juga jadi kami saling mempercayai

d. Siapa yang menyiapkan bibit atau benih yang akan di
tanam nantinya?

Jawaban : Saya yang menyediakan bibit.

e. Siapa yang menyiapkan pupuk, racun hama dan
segala keperluan lainnya dalam pengelolahan lahan?
Jawaban : Semua kebutuhan saya yang menyediakan.

f. Siapa yang menanggung kerugian jika perjanjian

tersebut meengalami kegagalan panen?
Jawaban : Kedua belah pihak akan menanggung
kerugian jika terjadi.

g. Apakah pemilik lahan ikut serta mengelolah lahan?
Jawaban : Tidak.

h. Bagaimana sistem bagi hasil yang Bapak/Ibu lakukan

ketika waktu panen tiba?
Jawaban : untuk pembagian hasil panen, dari awal
perjanjian telah kami sepakati bahwa dalam
pembagiannya petani penggarap Yyang akan
mendapatkan hasil panen yang lebih banyak,
mengingat saya juga harus menyisihkan untuk bibit
yang akan ditanam selanjutnya. Misalnya hasil panen
sebanyak 30 karung maka pemilik lahan hanya akan
mendapatkan sekitar 10-11 karung sedangkan saya
sisanya, mengingat saya dari awal menyiapakan
bibit, pupuk, racun hama, biaya dalam penggarapan
serta tenag. Jadi kedua belah pihak sepakat jika
pembagiannya tidak ¥ dari hasil panen.



i.Bagaimana peningkatan pendapatan Bapak/Ibu selama
melakukan perjanjian bagi hasil tersebut?
Jawaban : pada tahun 2020 saya mendapatkan hasil
panen bersih dari lahan tersebut sebanyak 30 karung
sedangkan pada tahun 2021 saya mendapat sekitar 37
karung dan pada tahun 2022 saya mendapat 34 karung.



1.

2.

HASIL WAWANCARA

Data Pribadi

Nama : Jusman

Jenis Kelamin : Laki-laki

Profesi : Pemilik lahan

Pertanyaan

a. Sudah berapa lama Bapak/lbu melakukan

perjanjian bagi hasil pertanian ini?

Jawaban : “Saya mulai melakukan praktik bagi
hasil pertanian sejak kurang lebih 5 tahun.

Apa alasan Bapak/lbu melakukan perjanjian
tersebut?

Jawaban : saya memiliki pekerjaan lain yang
menyebabkan saya tidak mampu menggarap semua
lahan yang saya punya oleh sebab itu saya
mempercayakan salah satu kerabat saya yang
kebetulan tidak memiliki banyak sawah untuk
ditanami padi maka dari itu saya mempercayakan
beliau untuk mengelola sebagian lahan saya dengan
melakukan perjanjian bagi hasil.

Bagaimana alur perjanjian yang Bapak/lbu
lakukan?

Jawaban : Untuk alur perjanjian saya menawarkan
kepada beliau untuk menanami padi ke sawah saya
yang sudah lam tidak ditanami dan beliau setuju
akhirnya kami melakukan perjaanjian tersebut
dengan cara beliau yang akan menanggung bibit
yang akan ditanam sedangkan saya akan
menyiapkan pupuk seperdua dari yang dibutuhkan
dan beliau yang menyediakan seperduanya lagi.



Siapa yang menyiapkan bibit atau benih yang akan
di tanam nantinya?

Jawaban : Penggarap yang menyiapkan.

Siapa yang menyiapkan pupuk, racun hama dan
segala keperluan lainnya dalam pengelolahan
lahan?

Jawaban : Untuk pupuk kami menanggung
bersama, dibagi dua dari yang dibutuhkan.

Siapa yang menanggung kerugian jika perjanjian
tersebut meengalami kegagalan panen?

Jawaban : Jika memang sawah tersebut harus
mengalami gagal panen maka yang akan
menanggung kerugian tetap kedua belah pihak
karena saya rasa cukup adil jika kedua belah pihak
yaang menanggung kerugian karena bagaimana pun
penggarap telah menggunakan tenaga dan bibitnya
untuk mengelolah lahan tersebut jadi saya rasa saya
harus membaginya dengan rata walaupun saya
pemilik sawah tersebut.

Apakah pemilik lahan ikut serta mengelolah lahan?
Jawaban : Tidak.

Bagaimana sistem bagi hasil yang Bapak/lbu
lakukan ketika waktu panen tiba?

Jawaban : Untuk sistem bagi hasilnya kami
menyepakati untuk memberikan kepada penggarap
hasil panen lebih banyak, secara beliau yang
menyiapkan bibit jadi harus disisihkan untuk
ditanami lagi nanti dan penggarap yang akan
menerimanya  sedangkan penggarap  juga
menghabiskan tenaga untuk menggarap jadi saya
menyepakati bahwa beliau akan mendapatkan hasil



panen yang lebih banyak. Misalnya hasil panen
sebanyak 50 karung maka saya akan menerima
sekitar 23 karung selebihnya diberikan kepada
penggarap.

Bagaimana peningkatan pendapatan Bapak/lbu
selama melakukan perjanjian bagi hasil tersebut?
Jawaban : pada tahun 2020 saya memperoleh hasil
panen sebanyak 12 karung selanjutnya pada tahun
2021 saya memperoleh hasil panen sebanyak 23
karung dan pada tahun 2022 saya tetap menerima
25 karung.



HASIL WAWANCARA

Data Pribadi

Nama : Tampa

Jenis Kelamin : Laki-laki
Profesi : Pemilik lahan
Pertanyaan

a. Sudah berapa lama Bapak/lIbu melakukan perjanjian
bagi hasil pertanian ini?

Jawaban : pengelolahan lahannya pada tahun 2020
sampai sekarang.

b. Apa alasan Bapak/lbu melakukan perjanjian

tersebut?
Jawaban : saya percayakan pada saudara saya yang
kebetulan tinggal di lokasi yang tidak jauh dari
sawah tersebut, saya memutuskan melakukan
perjanjian bagi hasil kepada saudara saya karena
lokasi lahan yang saya punya terlalu jauh dari tempat
tinggal saya, sawah tersebut berlokasi di kampung
halaman saya sedangkan saya tinggal dan menetap di
Desa Nusa tempat tinggal istri saya, jadi saya hanya
mengelola sawah yang dimiliki keluarga istri saya.

c. Bagaimana alur perjanjian yang Bapak/Ibu lakukan?
Jawaban : Perjanjian bagi hasil yang saya lakukan
dengan saudara saya dilakukan secara lisan pada
tahun 2020 dan perjanjian tersebut berjalan sampai
sekarang, Kami melakukan akad lisan karena hal itu
sudah menjadi kebiasaan kami ketika melakukan
perjanjian, saksi mata mungkin hanya kami ataupun
keluarga jika ada yang melihat perjanjian kami pada
saat itu. Tapi kalau tidak ada berarti yang



menyaksikan hanya kami yang melakukan perjanjian
itu.

. Siapa yang menyiapkan bibit atau benih yang akan di
tanam nantinya?

Jawaban : untuk urusan benih padi yang akan
ditanam ditanggung oleh saudara saya.

. Siapa yang menyiapkan pupuk, racun hama dan
segala keperluan lainnya dalam pengelolahan lahan?
Jawaban : Saudara saya.

. Siapa yang menanggung kerugian jika perjanjian
tersebut meengalami kegagalan panen?

Jawaban : Kedua belah pihak.

. Apakah pemilik lahan ikut serta mengelolah lahan?
Jawaban : Tidak.

. Bagaimana sistem bagi hasil yang Bapak/Ibu lakukan
ketika waktu panen tiba?

Jawaban : Pertama-tama disisihkan dulu untuk
pengambilan benih yang digunakan oleh penggarap
dan akan dikembalikan kepada penggarap, kemudian
hasil kotor dari panen tersebut masih disisihkan
sekian karung untuk biaya-biaya lainnya selama
masa penggarapan setelah itu dibagi dua sesuai
kesepakatan. Jadi misalnya hasil kotornya 20 karung
dikurangi telebih dahulu untuk benih (misalnya
penggarap menggunakan bibit di awal untuk ditanam
sebanyak 40 liter benih) maka hasil kotor tersebut
dikurangi sebesaar 40 liter untuk disserahkan
kembali kepada penggarap, kemudian dikurang untuk
biaya pupuk (1 sat seharga Rp. 130.000) sedangkan
harga untuk satu karung gabah di Desa Nusa dihargai
Rp. 350.000 (100 Kg x Rp 3.500), serta biaya-biaya



lainnya sebesar 2 karung, setelah itu baru dibagi
antara pemilik lahan dan petani penggarap untuk
penerimaan bersihnya.

i. Bagaimana peningkatan pendapatan Bapak/Ibu

selama melakukan perjanjian bagi hasil tersebut?
Jawaban : Pada tahun 2020 saya menerima sekitar 13
karung untuk tahun 2021 saya menerima sekitar 19
karung dan untuk tahun 2022 saya menerima sekitar
22 karung.



Lampiran 5

DOKUMENTASI

Wawancara dengan narasumber



Wawancara dengan narasumber
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